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ABSTRAK

Musniyarda M. 14.2200.200. Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di
Parepare)(Dibimbing oleh Zainal Said dan Syahriyah Semaun).

Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi
Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor. Bekas di Parepare. Alasan pemilihan lokasi
ini karena di Parepare terdapat pelaku usaha yang menjual motor yang tidak sesuai
harga dan kualitasnya atau terkadang ada. cacat tersembunyi sehingga dapat
merugikan konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan
yuridis empiris dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi dan
wawancara. Tekhnik: analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data,
menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasilwpenelitianminipdapat,, dikemukakanmbahwawl)mBentuky pelaksanaan
kegiatan pelaku usaha dalam melakukan jual beli motor bekas di Parepare, sesuai
rukun dan syaratnya dalam Islam, memberikan informasi yang jujur kepada
konsumen merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama berdasarkan
hasil wawancara dari beberapa pelaku“usaha. 2) Pengawasan pelaku usaha jual beli
motor bekas di Parepare, para aparat dalam mengimplementasikan undang-undang
tersebut tetap melakukan pengawasan bahkan pencegahan agar masyarakat tidak
merasa dirugikan namun pada saat ini belum ada pengawasan yang dilakukan kepada
pelaku usaha jual beli motor bekas di Parepare. 3) Implementasi UU No.8 tahun 1999
berdasarkan konsep Ekonomi Syariah, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan
diperlukan adanya komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, struktur organisasi
yang ikut serta tetapi perlu adanya juga pelaku usaha yang menaati peraturan dan
menperhatikan hak/kewajibannya sebagai pelaku usaha, begipun dengan konsumen
harus mengetahui hak dan kewajibannya serta-dibarengi dengan keimanan dan sesuai
konsep ekonomi syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Kata kunci: Implementasi, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Jual Beli,
Ekonomi Syriah.
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BAB |
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen me n bagian yang tidak terpisahkan dari

kegiatan bisnis yang sehat. ang sehat terdapat keseimbangan
perlindungan hukum Tidak adanya perlindungan
yang seimbang me
kerugia akibat dari

adanya ) b 3 orod upun akibat

paya untuk
melind - gakka 8 diimbangi

dengan : berikan perlindungan te

i um d i tiga syarat,
yaitu a harus diko i subjek yang
diaturn punyai kem akan aturan subjek itu
i m°““?“ﬁ‘ﬂefﬁﬁﬂaﬁ‘

keseimbang ; ingga perlu

adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi

! Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), h. 5.
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acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula, untuk
memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya. 2
Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan

kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan

masalah penyediaan dan penggunaa antara penyedia dan penggunanya dalam
kehidupan bermasyarakat.’

999 tentang Perlindungan

motor) merupakan ala praktis dan

logi yang semakin cang at dari tahun
snya al otomotif menimbulka ngan etat diantara
produk tersebut me ida peda motor isnis sepeda

tampak me

bekas menja ntuk mencar araan sesuai

an. TOkOFWIRnE;Fﬁ wEa menyed epeda motor

?Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. h. 6.

3Sevila Apriolem, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan
Dalam  Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota  Pekanbaru”,  http://repository.uin-
suska.ac.id/2918/1/2013_2013174IH.pdf (14 September 2018).

*Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
bab I, pasal 1.
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mendapatkan sepeda motor dengan harga yang berbeda dengan motor pengeluaran
baru dan berkualitas.
Keinginan untuk memiliki kendaraan juga dipicu oleh kemudahan-kemudahan

yang ditawarkan oleh pihak produsen sehingga tidak mengherankan apabila pemilik

sepeda motor setiap tahunnya i peningkatan. Adapun toko penjualan

sepeda motor bekas di Parep di JI. Jend. Ahmad Yani, JL. Abu

dan ku ) 3 Jaraan yang

ui setelah melakukan p tor tersebut,

yang tidak jujur dan da i en.

kej ebut perlu diterapkann >erlindungan

UPK arepare dan juga diterap gan konsep
akhirat baik
Aparat-aparat
enjalankan
1 perundang-
I melainkan
tidak hanya
diatur dalam undang-undang tersebut melainkan juga terdapat dalam hukum Islam.
Dalam hukum Islam prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah diterapkan

sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Prinsip bisnis yang

diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-
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hak konsumen, karena itu, nilai-nilai keimanan yang terdiri dari niat yang tulus dan
visi misi yang besar, proses kegiatan yang terukur dan terarah, menggunakan dua
sudut pandang dunia dan akhirat, nilai-nilai Islam yang terdiri dari, saling membantu,

keadilan, logis dan rasional tidak emosioal, profesional, dan nilai-nilai etika yag

terdiri dari jujur, sabar, tawakkal, wara merupakan pondasi ajaran Islam

dalam berbisnis. Tujuan p am hukum Islam adalah untuk

produk barang
erintah Re-

999 tentang

ng dimuat dalam Lemb ik Indonesia

g Perlindungan Konsu erla f pada tang-

rupakan awal pengakua ung men secara

al ya njadi sarana dan kekuatan h agi en dan tang-

gung ja aku usaha se

yat (2)

produk berm

usaha dilara ; arang yang, cacat atau
n tercemar tanpa mem n informasi secara len N benar atas
maksud”.P

EPARE

Jiriwayatkan

Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999~ jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallUS/article/download/267/237(14 September
2018).

®Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
pasal 8, ayat 2.
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AL Y) e 48 b 4al Be 6 Ll Jag Vs callaall AT AL
Artinya:

“Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak halal bagi
seorang muslim menjual barang cacat, kepada saudaranya kecuali dia
menjelaskanya”. (HR. Ahmad dan Tabrani)’

Berdasarkan hal diatas pe arik melakukan penelitian dan ingin

mengetahui mengenai pen ebut, apakah sudah diterapkan

oleh pelaku usaha, onsumen agar terce juan bersama dan dapat

************************** UU No. 8
laku Usaha
Jual B
1.2 Ru
belakang diatas, mak han adalah
U No. 8 Tahun 1999 Konsumen
(Relasi ual Beli ekas di dengan sub
Melakukan

122 Bagaimana-Pencs asan-Pela aha Jual Beli Motor Be arepare ?
123 an Konsep

Ekonomi Syariah ?

"Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
8 tahun 1999~ jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallUS/article/download/267/237(Diakses pada tanggal
14 September 2018).
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1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Untuk Mengetahui Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaku Usaha dalam
Melakukan Jual Beli Motor Bekas di Parepare ?

1.3.2 Untuk Mengetahui Pengawasan Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di

Parepare ?

1.3.2 Untuk Mengetahui hun 1999 Berdasarkan Konsep

uan dalam

dikan bahan

engadakan penelitian- a, terkhusus

Institut Agama Islam are. Tujuan-

tujuan ntara lain :

14.1 yaitu, untuk memberikan dengan ilmu
huan terutam i lam.

142 an praktis ya ikan penjelasan te plementasi

. 8 Tahun 1 an Konsume si Terhadap

sha PR EPRRE
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memuat an dan uraian sistematis tentang teori, hasil

pemikiran dan hasil peneliti ya dengan masalah yang diteliti

dalam rangka memp adap variabel yang akan

eh pedagang
tidak
enimbulkan
ada baiknya
pemerintah segera membenahi sarana dan prasarana, karena segala persoalan
yang terjadi dimasyarakat pada akhirnya semua itu akan kembali lagi ke

pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya. Sehingga dalam penelitian ini

8STAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya lmiah (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 25.
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bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pemerintah dalam menjalankan
penerapan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, proses
penerapan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk

mengetahui penerapan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dari hasil penelitian N amaan yaitu mengenai penerapan

UU No. 8 tahu e i 3 en, namun objek penelitian

Nurul Ulya difokuska perlindungan konsumen
an penelitian
asi terhadap
otor bekas di Parepare.
2.1.2 A ungan hukum terhadap rjanjian jual

s oleh showroom di Pal

laskan tentang perlindung p konsumen

ahun 1999 te erlindungan

dapat perhat ius. Seperti,

yang tidak d i oleh pihak
ikan kepada

jawab untuk

yang demikian berdampak pada’ kerugian dipihak konsumen karena tidak

adanya perjanjian pada saat transaksi jual-beli berlangsung. Selain itu dalam

*Nurul Ulya, “Efektivitas Penerapan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus Penjual Pakaian Bekas di Pasar Senggol Parepare)”(Skripsi Sarjana; Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam; Parepare, 2014)
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bahasan hukum ekonomi syariah dinyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah
halal dan boleh, hingga ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Sehingga
penelitian ini membahas mngenai cara melindungi diri dari unsur kecurangan

dalam transaksi sepeda motor di Palangka Raya dan latar belakang adanya

perlindungan hukum terhada n atau pembeli motor bekas di Palangka
Raya.'®
Dari hasil pe al Firdaus samaan Yaitu mengenai
perlindungan

yaitu pada

ksanaan perlindungan 1en terhadap

2

an yang telah kadaluwa

skan tentang perlindun p konsumen

negara harus segera diim m kerangka

n ekonomi d arakat di In yang harus

au inisiatif baik da u usaha dan
kadaluwarsa
erbatas pada
an kemasan
ahkan dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1992 perlindungan terhadap konsumen itu masih tetap tidak

%Awal Firdaus, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli
Sepeda Motor Bekas oleh Showroom di Palangka Raya”,
http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/449/2/File%201%20Sampul%2C%20dll.pdf (14 September 2018).
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10

dilaksanakan oleh pedagang khususnya pedagang produk makanan dalam
kemasan. Maka dalam penelitian ini dijelaskan bentuk perlindungan hukum
bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa di

kota Pekanbaru, dan tanggung jawab pelaku usaha dan upaya penyelesaian

hukumnya jika terjadi perselisi a konsumen dan pelaku usaha terhadap
makanan dalam kem a, serta apakah penanganannya

k hukum terhadap pelaku

u mengenai
a UU No. 8
erlindungan Konsume yaitu pada
iolem difokuskan terh i ukum bagi

kanan dalam kemasan

plementasi
entasi kebija a adalah cara aga
i tujuannya. ang untuk me

blic, adPAan)iEaPmn Eng ada,
)

langsung
Si kebijakan
kebijakan ersebut. Rangkaia plementasi
kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan

kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen,

Ygevila Apriolem, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan
Dalam  Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota  Pekanbaru”,  http://repository.uin-
suska.ac.id/2918/1/2013_2013174IH.pdf (14 September 2018).
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khususnya manajemen sektor public. Kebijakan diturunkan berupa program-progam
yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada
kegiatan-kegiaitan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun

kerjasama pemerintah dengan masyarakat.?

Implementasi merupakan sua penerapan ide, konsep, kebijakan, atau

inovasi dalam suatu tindak berikan dampak baik berupa

perubahan pengetahua pilan, nilai, da erdapat beberapa teori dari

beberapa ahli mengena plementasi kebijakan yaitu

2.2.1.1 ikasi akan cara keberha kebijakan
plementor mengetahui akukan. Apa

an dan sasaran kebijakan i kan kepada

22.1.2 sikan secara

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut

2Ade Sanjaya, Landasan Teori. http:www. Landasan Teori.com/2015/10/Pengertin-
Implementasi Kebijakan.html?m=I. (30 Maret 2018).

BMulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Cet. IlI; Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), h. 178.
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dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan
sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi
kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas

menjadi dokumen saja.

2.2.1.3 Disposisi adalah watak dan istik yang dimiliki implementor. apabila

implementor memili maka dia akan menjalankan

kebijakan deng seperti apa yang n oleh pembuat kebijakan.

Ketika imple

tingkat komitmen dan k apara

2.2.1.4 adalah  struktur sasi bertugas
n kebijakan memiliki p yang an terhadap

jakan. Salah satu dari asp ktur penting dari

yrganisasi ad erasi yang ( d Operating

entor dalam

res atau SO n bagi setiap

k. Struktur alu panjang

hkan pepknﬂ Pﬂlﬁ red-tape
it

cenderung

i prosedur

enyebabkan

“Mustain. “Implementasi Manajemen Supervisi Sekolah Dalam Peningkatan Mutu
Pembelajaran ~ Pendidikan  Agama Islam  Di  Smp  Negeri 2 Bae  Kudus”,
Eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%271N%20BAB%202.pdf (14 September 2018)
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Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastian merupakan pelaksanaan
kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-
keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi

ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan pengesahan Undang-Undang.

Pengertian implementasi yang nukakan oleh para ahli di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa imple an-tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk me an dalam suatu keputusan

akan juga harus mengkaji

buruk atau

pertentangan

merugikan masyarakat.

n dalam naskah final ik Undang-

ngan Konsumen yang di tas Hukum

gembangan

orang atau

produk, atau pelayanan dan kegiatan tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari

pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik atau apakah ia berbuat sendiri

16 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. h. 20.
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ataukah secara kolektif. Defenisi konsumen Spanyol ini lebih dekat dengan defenisi
yang ada dalam hukum ekonomi Islam.’
Dalam UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap

orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingin diri sendiri, keluarga, o in, maupun makhluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan. Sec is-Garis Besar Haluan Negara

daya fgaing,
men”.

JPK tersebut
etentuan yang menyata akai barang

dalam masyarakat”. A dengan anak

men “bagi kepentingan dir orang lain,

uk h lain”, tampak ada kerancuan lamn gai pemakai

nya untuk k t dan bukan u
lainnya. Demiki naan istilah “pem i
tersebut bukan mi 1, walaupun sebenz elah terjadi

beli. J iszAiRrEsBIAB Eunakan

orang yang

epat, karena

Y"Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,
1997), h. 171.

¥Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 56.
“Republik Indonesia, Tap MPR Nomor 11/MPR/1993, bab IV, huruf F butir 4a.
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apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang
lain. %
Hal lain yang juga perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah

syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir”

(end consumer) dan dengan konsumen antara

(derived/intermediate con sebagai derived/intermediate
consumer, yang bers pelaku usaha berdasarkan

undang-undang ini, lain he lenang undian atau hadiah seperti

umer), karena perbuat j ilakukannya

ebagai profesional sell

g-undang ini, sebalikny: pelaku usaha

eh ternyata mengandung merugikan
ser), adalah orang yang
jasa untuk memenuhi

lainnya dan

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 4-5.

?!Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 7-8.

*Arti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang
Tidak Terdaftar BPOM ”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9166/1/Arti.pdf (14 September 2018).
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Adapun hak-hak konsumen yakni:
2.2.2.1 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

2.2.2.2 Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai ondisi serta jaminan yang dijanjikan;

2.2.2.3 Hak atas informasi mengenai kondisi dan jaminan

2.2.2.4 Hak untuk didenge a atas barang/atau jasa yang

2.2.2.5 penyelesaian
n konsumen secara patu

2.2.2.6 pembinaan dan pendidi

2.2.2.7 kan atau dilayani sec serta tidak

2.2.2.8 i i tian, apabila

2.2.2.9

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab
memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

mengenai kondisi barang tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan,

2Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. h. 111.
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perbaikan, dan pemeliharaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh
konsumen.
Bagaimanapun rumusan hak-hak konsumen, tapi secara garis besar dapat

dibagi dalam tiga prinsip, yaitu :

a. Hak yang dimaksudkan unt encegah konsumen dari kerugian, baik
kerugian personal
b. Hak untuk men parang dengan ha

Hak untuk mempe penyelesaian DatL masalah yang

konsumen
UUPK, sehingga berb erlindungan
PK, yaitu asas keadila amanan, dan
a kepastian hukum na sip tersebut

sangan onsumen, sehingga dapat i kan prinsip

perlind ukum bagi k

kewajiban konsu

a) Me

pema barang aP k nnEem R' Eelamatan;

b) Berit

atau  mengik dan prosed akaian atau

c) Me
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara

patut.

*Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, h. 112.

5 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.h.113.
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Kosumen berhak mendapatkan perlindungan dari sikap diskriminatif para
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, namun konsumen juga perlu
memperhtikan kewajibannya karena kesalahan terjadi bukan karena kesalahan pelaku

usaha melainkan kesalahan konsumen yang tidak teliti dalam pemilihan produk yang

erjadi keseimbangan antara hak dan

en dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan

glish Dictionary, Perlin dalah istilah
ambarkan perlindungan kan kepada
ya untuk memenuhi keb al-hal yang
sumen itu se
engatur dan meli umen di Indonesia ap kejahatan

penipuan, ikl atkan dan ag sumen dapat

baik, map *nhEmpﬂnElo 8 Tah .28

%6Sevila Apriolem, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan
Dalam  Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota  Pekanbaru”,  http://repository.uin-
suska.ac.id/2918/1/2013_2013174IH.pdf (Diakses tanggal 14 September 2018).

T Arti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang
Tidak Terdaftar BPOM”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9166/1/Arti.pdf (Diakses pada tanggal 14
September 2018).

%Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, h. 56.
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Pasal 1

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjzamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.*

Dalam  perlindungan  konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip

perlindungan hukum bagi konsumen di

Pertama, perlindunga konsumen yang dimaksud adalah
perlindungan terhadap k menurun/hartanya tidak
berkurang sebagai . ini sangat penting bagi
al ini, maka
a) dijadikan

yaitu persetujuan 3 n tindakan

usia, hewan, dan tumbu tnya disebut

nusia), yang mana sala rkandung di

gan kesehatan manusia

standar i i ah daripadagbilai yar. Dengan

*Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
bab I, pasal 1.

%9Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, h. 184.
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(Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang melindungi konsumen dari
penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan®::
Pasal 8 ayat (1) a

“Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-u

Perlindungan konsu ar konsumen dapat menikmati

perlindungan hukum s enjaga hak-hak konsumen

dari tindakan diskri gan terhadap kesehatan,

lindungan K 2 Undang-

9 tentang Perlindungan

Konsumen, : i konsumen

n sebagai usaha bersal sarkan 5 (lima) asas levan dalam

asional, )BtA R E PA R E

' Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, h. 196-
197.

%?Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
pasal 8, ayat 1.

*Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 25.
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a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan

secara maksimal dan memberikan patan kepada konsumen dan pelaku usaha

untuk memperoleh haknyze ajibannya secara adil;

c. Asas keseimbang dkan untu an keseimbangan antara

memberikan

dan keselamatan kepad penggunaan,

dan faatan barang dan/ata sumsi atau

an h en menaati
memperol erlindungan
Serta negara
Perlindungan

>erlindungan

melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

% Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, h. 57.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



22

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan imformasi serta akses untuk mendapatkan

informasi;
e. Menumbuhkan kese nengenai  pentingnya konsumen
jawab dalam berusaha;
f. i an kue a yang menjamin kelangsungan

amanan, dan

anggung jawab atas i elenggaraan

onsumen yang menjamin d nsumen dan

wajiban kon dan pelaku

2.2.3.3. ggaraan perli

agaimana ) nakan ol eri dan/atau
PAREPARE

kKoordinasi atas

penyelenggaraan perlindungan konsumen.

% Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, h. 58
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2.2.3.3.1.4 Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara

pelaku usaha dan konsumen;

perlindungan  konsumen  swadaya

ia serta meningkatkannya

sumen diatur dengan Pe
2.2.4

diartikan sebagai peng Ikan barang

ngertian ini termasuk pe eransir, dan

penyediaan

merupakan

, baik yang
dirikan dan
ara Republik
) bersama-sama  melalui 7perjanjian
dalam berbagai bidang ekonomi”.?

Idonesia, baik  sendiri

menyelenggarakan kegiatan usaha

% Angfier A. Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang
Menjual Produknya Dengan Sistem Penjualan Langsung/Direct Selling ”,
https://media.neliti.com/.../14705-1D-tinjauan-yuridis-terhadap-pertanggungjawaban (14 September
2018).

$"Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
pasal 1, ayat 3.
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Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya.
Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen (UUPK) tersebut memiliki persamaan dengan penngertian pelaku usaha

dalam masyarakat Eropa terutama n elanda, bahwa yang dapat dikualifikasi
sebagai produsen adalah, pe ished product), penghasil bahan
baku, pembuat suk eti : pakkan dirinya sebagai

amtunkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda

portir suatu

produk easing) atau

bentuk transaksi perdaganga , dalam hal
mportir tidak dapat dite

2.2.4.1 a yaitu:

a. Hak men pembayaran yang sesuai n mengenai

nilai tukar ba

mendapatka i i ti : sumen  yang

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

%8 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 8-9.
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2.2.4.2 Kewajiban pelaku usaha:

a.

b.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan

pemeliharaan;

Memperlakukan atau me ara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

Menjamin mutu an/atau diperdagangkan

............ 2d: K menguji dan/a coba barang

barang yang

jasa i limanfaatkan konsumen tic i erjanjian.

kan barang

memenuhi atau ti ngan standar yang aratkan dan

usigl?:ir%tﬁaﬂnaﬂéﬁwnﬁtau netto, mlah dalam
1N

lah dalam

' hitungan menurut ukurang yang sebenarnya

d. Tidak sesuai dengan kondisi; jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa
tersebut;

%CST Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang

Indonesia, (Cet. 1V: Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 219.
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e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan, atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut;

g. Tidak mencamtunkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, jangka waktu
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik adalah terjemahan dari kata best
before yang biasa digunakan dalam label produk makanan;

h. Tidak mengikuti ketentuan-berproduksi secara halal, sebagamana pernyataan
“halal” yang dicantumkan dalam label;

i. Tidak memasang.label atau membuat penjelasan barang yang membuat
nama barang, ukurang, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,
tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta
keterangan [lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang
atau dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/petunjuk penggunaan barang dalam
Bahlasifl 4!)ndonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

erlaku.

Pasal 8 ayat (2)

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tusak, cacat, atau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas
barang dimaksud”.*

Pasal 8 ayat (3)

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang
rusak, cacat atau bekas dengan tergemar, dengan atau tanpa memberikan
informassi secara lengkap dan benar”.

Pasal 8 ayat (4)

“Pelaku usaha yang'melakukan pelanggatanipadarayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan-barang.dan/atau_jasa-tersebut.sertawajib menariknya dari
peredaran”.

“Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen,pasal 8, ayat 1.

“Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
pasal 8, ayat 2.

*Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
pasal 8, ayat 3.

*Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
pasal 8, ayat 4.
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Pasal 29 dan 30 Undang-undang No 8 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa
pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen. Pemerintah berkewajiban

melakukan pengawassan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta

penerapan ketentuan paraturan per dangan, yang didukung oeh masyarakat
dan Lembaga Swadaya Ma
225 TeoriJual
arti menjual,
alam bahasa
untuk pengertian lawa i ira’u (beli).

i 'u berarti kata jual dan Ao

asa artinya memindah i adap benda

ganti.*” Jual beli adalah tu arta dengan

PAREPARE

*Nurul Ulya, “Efektivitas Penerapan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus Penjual Pakaian Bekas'di Pasar Senggol Parepare)”(Skripsi Sarjana; Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam; Parepare, 2014), h. 28.

**Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

**M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Edisi | (Cet. II; Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2004), h. 113.

*"Abdul Aziz Muhammad Azzaam, Figh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, (Jakarta:
AMZAH), h. 23.
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umpamanya menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya
yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.*®
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada bab V

pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menye atu barang, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang dijanji
atas dapat d ahwa inti jual beli adalah

ai nilai secara suka rela

pihak lain
vakan syara’
dan dis
2.2.5.2
ian dari mu’amalah me yang jelas,
baik da r’an nnah dan telah menjadi ijm muslimin.
eli bukan ha akan tetapi li salah satu
media elakukan ke ng menolon a manusia.
hukum jual al-Qur’an, a h, dan ijma

PAREPARE

8 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 115.

*Soedaharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cet. VII; Jakarta: Sinar
Grafika, 2007), h. 356.

%0 Hedi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 69.
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2.2.5.2.1 Dasar dalam al-Qur’an
Firman Allah dalam surat Q.S. Al-Bagarah/2: 275.

53 1 61 0o

Terjemahnya :

“...Allah telah menghalalkan j »5l

Firman Allah dalam s

n mengharamkan riba...

iagaan) dari

Sunnah
orasal dari Al-Sunnah an ; gai berikut:

. Yang diriwayatkan i 1-Bazar dan

*'Departemen Agama Republik Indonedia, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta;
Intermasa, 1993), h. 69.

>’Departemen Agama Republik Indonedia, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 48.

>*Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontempoer, Edisi | (Cet I; Jakarta: Rajawali Press, 2016),
h. 24,
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b. Rasulullah saw bersabda:
il & e gl ) Al adle e i O3 J6
Artinya :

Sesungguhnya jual beli itu harus dasar saling merelakan.>

c. Hadis Rasulullah saw. an Sufyan dari Abu Hamzah dari

2 el 5alal il

__________ U He san dari Abi Sa Nabi SAW
C S empatnya di

ya jual beli,

karena kenyataan
annya. Apa

yang di A an itangan orang lain an jual beli,
u emenuhi ke hidupnya.

akan berjalan denga karena apa

Jual beli ada tiga macam yaitu :

2.2.5.4.1 Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumannya boleh;

**Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontempoer, h. 24.
%% Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontempoer, h. 24.
**Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h.179.
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2.2.5.4.2 Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka
hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan;
2.2.5.4.3 Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka

hukumnya tidak boleh.

Jual beli segala sesuatu yang ermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya

sah. Sebaliknya, jual beli an tidak ada manfaatnya maka
hukumnya tidak sah.’
2.2.5.5 Rukun dan Syarat Jua

anpa adanya
a rukun dan
gkan dari suatu perbuat bagian dari

li adalah merupakan s

bandang sah

apabila n dan syarat jual beli.*®

2.2.5.5. jual
jual beli ada i ang berakad
(penjua mbeli), dan objek

d (ijab gabul

lah ikatarFkrnaErpmanli. Jual be m dikatakan

2.2.5.5.

sah seb
(keridhaa
mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang

mengandung arti ijab dan kabul.

SMusthafa Diib Al-Bugha, Fikh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab
Syafi’i (Surakarta: Media Zikir 2009), h. 256.

¥M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 118.
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Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati,
kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan
kerelaan adalah ijab dan kabul.*®

Adapun syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

a. Jangan ada yang memisahka eli jangan diam saja setelah penjual

menyatakan ijab dan sebz

i khusus untuk pembeli‘saja dalam benda-benda tertentu,
slam  kepada

beli tesebut

ang beragama Islam, s arang orang-
alan kepada orang kafir ukmin.

berakad (penjual dan p:
dua ialah dua atau beberap kukan akad.
g. Batal akac kecil, orang
harta. Oleh
enjual harta
tetapi yang
ersebut adalah

walinya. Jika kondisi diatas menimpa pelaku akad maka akadnya tidak sah

dan tidak melahirkan hak dan kewajiban.

*Nasrun Haroen, Figih Muamalah, h. 70.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



33

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 5.

(e (,.a,w, W 0 & s Gju ;gﬂ ;"L@Lij\ 5% Y5
2 Byl 3 p—* 155 2p 555
Terjemahnya :

Dan janganlah kamu serahkan
harta (mereka yang ada dal
pokok kehidupan. Beril
ucapkanlah kepada

da orang yang belum sempurna akalnya,
n) kamu yang dijadikan Allah sebagai
n %gkaian (dari hasil harta itu) dan

oleh diserahkan kepada

orang b jala akap dalam

menge mengelolah
harta se i n kabul.

b. Berag i khusus untuk pembeli c nda tertentu,
ang menjual hambanya : sebab besar
ersebut akan merendah gama  Islam,

elarang orang-orang mukmin mem j a orang kafir
dahkan muk

2.2.5.5. kun jual be )arang yang

diperjue j k akad ialah

benda-benda

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu”

boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing,

9Departemen Agama Republik Indonedia, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 115.

$'Nasrun Haroen, Figih Muamalah, h. 70.
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dan babi karena najis, berhala bukan karena najis , karena tidak ada manfaatnya.
Menurut Syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual,
sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah,

Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya

hadis shahih yang melarangnya, j ama membolehkannya selama kucing

tersebut bermanfaat. Larang dianggap sebagai tanzih (makruh
tanzih).

a. Memberi manfaat menurut Syara’, maka dila

babi, cicak,

b. gan cepat maupun lam ual binatang
tidak dapat ditangkap yang sudah

ang sulit diperoleh kem eperti seekor

, tidak diketahui dengan sebab dalam

c idak se-izin
d t diketahui

Bentuk yang ketiga ini lebih diartikan ijab dan kabul dengan mubadalah
karena yang diutamakan pertukarannya. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat
perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut

ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli. Dan gabul
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(ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual
beli itu hanyalah kerelaan (rida/tara’dhi) kedua belah pihak untuk melakukan
transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu

ada empat, yaitu :*2

1. Ada orang yang berakad atau gidain (penjual dan pembeli).

2. Adasighad (lafal ijab d
3.

4.

2.2.6

menyoroti
masala a seperti konsep ekono nya. Dalam
sistem ¢ lai-nilai Islam menjadi dalam setiap

an ekonomi Islam men

bagi umat Islam saja, m at manusia

ntuk menggu dalam siste Omi berbasis
sebut.®®

ekonomi ber tidak hanya )akan sarana

: keseithgA Ini(EaPemn,Etapi juga akan sarana

untuk

untuk

syariah

dicapai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan

62 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, h. 115.

%Muhd,  https://serbaekonomi.wordpress.com/2013/11/10/konsep-ekonomi-syariah/, (25
Oktober 2018).
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ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang
sempurna.
Namun tujuan tersebut tidak mungkin dapat terwujud tanpa usaha yang

maksimal. Dibutuhkan strategi untuk menstrukturisasi sistem ekonomi secara

menyeluruh dengan disertai upaya asi sistem politik, hukum ekonomi dan

sosial, dengan melibatkan egara. Hanya dengan demikian
manfaat ekonomi ber an dan diraih oleh seluruh

lapisan masyarakat.

an menyangkut kepenti uas, bahkan

ra manusia dengan All sep hukum

uh berkaitan dengan hu usia dengan

hubungan antar sesama ma melindungi
melindungi
erhatikan.**
ah kebijakan
membatasi
pmian tidak
dungt hak-hak dan
kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal

bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam

pembangunan ekonomi. Sehingga dapat diakui adanya hubungan erat antara ekonomi

%*Fokky Fuad, https://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah-hukum/, (25 Oktober 2018).
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dengan hukum sehingga sering disebut pula hukum ekonomi. Hukum ekonomi
merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala
sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Hukum

ekonomi ini bersifat lintas sektoral, nasional, interdisipliner dan transnasional.

Konsep kesejahteraan dalam didasari oleh keyakinan bahwa Allah
adalah satu-satunya tujuan, g

adalah khalifah (penge

ak (tauhid), sedangkan manusia
emberikan keadilan adalah
bagi seluruh umat

sia. Syariah menjadi norme g memberikan jalan dan

hukum itu, Islam tela i pe dan aturan
an sistem kehidupan ya ang menjadi

ng didalamnya sekaligus -tujuan dan

juan-tujuan onsep-konse mengenai
anusia (falah) d yang baik (hayata ibah). Islam
ahwa kesejah itan dengan inya materi

1o e B R 0 .

i yakan sarana
untuk erupakan sarana
untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut

syariah sehingga dengan demikian tujuan efesiensi ekonomi dan keadilan dapat

%5 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), h. 16.
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dicapai secara bersamaan. Selanjutnya dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi
berdasarkan prinsip syriah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.
Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelmpokan menjadi tiga,

yaitu:

a. Hukum i’tigadiyyah (agidah m ini mengatur hubungan rohaniah

manusia dengan Yan asalah keimanan dan ketakwaan.

k lain dalam hubungan beragama, bermasyrakat, dan
gan manusia
ka menujua
a makhluk.

ariah). Hukum ini me up lahiriyah

gan makhluk lain, de ain bersifat

alam sekitarnya.

ivitas secara
innya demi

la hal yang

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara min haytsu al-wujud dan min haytsu
al-adam. Menjaga kemaslahatan dengan cara min haytsu al-wujud dengan cara

mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa

%8Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, h. 16.
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kemaslahatan sedangkan menjaga kemaslahatan min haytsu al-adam adalah dengan
cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu
sendiri.”’

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan Islam

sebagai rahmatan lil ‘alamin, sl iliki nilai-nilai universal yang mampu
masuk ke dalam setiap se k hanya aspek spiritual semata
namun turut pula k di dalamnya aktivitas

ekonomi masyaraka

an nilai-nilai (aksiolog pada ajaran
upakan cabang ilmu vy : etode untuk
n masalah ekonomi ya ajaran Islam

ebagai pelaku rasional Is

uatu perekon
ristik Ekono I

akhir ek sn Elpiam tujuan d

enjadi dasar

iat Islam itu
sendiri dan akhirat

(falah) thaiyyibah).

®|ka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magqashid al-Syariah, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 12-13.

M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Kencana, 2010),
h.43.
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Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam meliputi aspek
mikro ataupun makro.
2.2.6.1.1.1 Nilai Ekonomi Islam

Nilai (value) merupakan kualitas atau kandungan intinsic yang diharapkan

dari suatu perilaku atau keadaan. i.juga mencerminkan pesan-pesan moral

yang dibawa dari suatu an, keadilan, kesantunan dan

sebagainya. Nilai-nilai Qur’an dan had dengan ekonomi sangatlah

banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari
di dunia ini,
satu kaidah

. Dalam pelaksanaanya terjemahkan

apat tiga hal nilai dasar 2da ekonomi

9

eadilan) mer ilai i j slam  karena

akna bahwa as i an agar tidak

terjadi dakan yang

al, jangaPtkln EP*REﬁannya ic

. Konsep adil punyai dua

kontes

diri sen
lain. Ol osial. Adapun
dalam kontes sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya

harus terjadi keseimbangan antara individu dan sosial. Hal ini menunjukkan dalam

®Sakinah Mustafa, “Akuntabilitas Pelayanan KPKNL, Parepare dalam Pelelangan
Kekayaan Negara (Perpektif Hukum Ekonomi Islam”,(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam; Parepare, 2016)
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setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil, agar tidak
ada pihak yang tertindas. Karakter pokok dari nilai keadilan bahawa masyarakat
ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam

kemakmuran menurut syariat Islam.

2.2.6.1.1.1.2 Khalifah
Nilai khalifah seca jawab sebagai pengganti atau
uutusan Allah di ala
2.2.6.1.1.1.3 Takafu
esama orang
a mencintai

a pada diri sendiri. Hal DNg manusia

n yang baik di antara i akat melalui
yarakat atau takaful.

i Islam

ekonomi sua en pokok ya jadi struktur
ik insip-prinsip kan menjadi

kerangka eko

hasilnya. Suatu kegiata A yer days atka 3 Ur pokok yaitu
keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah

(kuantitas) dan mutu (kualitas).”

"Sakinah Mustafa, “Akuntabilitas Pelayanan KPKNL, Parepare dalam Pelelangan
Kekayaan Negara (Perpektif Hukum Ekonomi Islam”,(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam; Parepare, 2016)
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2.2.6.1.1.2.2 Kebebasan (Freedom)
Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah,
yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan merusak. Islam memberikan

kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolahnya dan

Manusia tida i tuj : dirian atau bahkan saling
a untuk saling mendorong
dan me ) Oleh karena

itu, ker ainya tujuan

am mengajarkan man sama dalam
kesejahteraan.
mpetition)
manusia untuk berlomba-lo alam akwaan dan
au ekonomi,
saling merug Dalam suatu
enetapkan lan manusia
dilarang . i atan kepada
penjual
ataupu

2.2.6.1.1.2.5 Solidaritas (Solidarity)

"'Sakinah Mustafa, “Akuntabilitas Pelayanan KPKNL, Parepare dalam Pelelangan
Kekayaan Negara (Perpektif Hukum Ekonomi Islam”,(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam; Parepare, 2016)
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Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan
merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat
dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.
2.2.6.1.1.2.6 Informasi yang Simetri (Symmetric Informtion)

Kejelasan informasi dalam_muamalah atau interaksi sosial merupakan hal
mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang
bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan sama sebelum dan saat
bertransaksi, baik informasi yang mengenai objek, pelaku transaksi atau akad
transaksl. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau
penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain
tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya
transparasi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi. "

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi harus dibangun diatas tiga pondasi pertama
nilai-nilal keimanan (tauhid), kedua nilai-nilai Islam (syariah), ketiga nilai-nilai etika
(ihsan).
2.2.6.2 Bentuk kegiatan ekonomiyang dibangun diatas tiga pondsi
2.2.6.2.1 Nilai-Nilai Keimanan: (Tauhid)

Fungsi dan wilayah keimanan dalam islam adalah pembenahan dan
pembinaan hati atau jiwa manusia. Dengan nilai-nilai keimanan jiwa manusia
dibentuk menjadi jiwa yang memiliki sandaran vertikal yang kokoh kepada Sang

Khalik untuk tunduk kepada aturan main-Nya dengan penuh kesadaran dan kerelaan.

?Sakinah Mustafa, “Akuntabilitas Pelayanan KPKNL, Parepare dalam Pelelangan
Kekayaan Negara (Perpektif Hukum Ekonomi Islam”,(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam; Parepare, 2016)
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Pada kondisi demikian, jiwa manusia akan mampu mempertahankan serta menggali
fitrah yang diamanahkan pada dirinya dan menempatkan dirinya sebagai hamba
Allah. Ketika seluruh kegiatan ekonomi dibangun atas dasar nilai-nilai keimanan
maka akan berdampak positif terhadap mental dan pemikiran pelaku ekonomi.
Adapun efek positif itu antara lain;"

2.2.6.2.1.1 Memiliki niat yang lurus dan visi misi yang besar

Dengan nilai keimanan, apapun bentuk ekonomi vyang dilakukan
akan dipandang sebagai bentuk kegiatan ibadah, artinya aktivitas yang diperintahkan
dan diridhoi oleh Allah SWT. Pelaku ekonomi akan menempatkan dirinya sebagai
‘abid (hamba) dihadapan Allah, sebagaimana diinformasikan dalam Al Quran bahwa
setiap manusia pada awal kejadiannya dibangun sebagai ‘abid Sang Khalik.

Niat yang lurus dan kuat yang disandarkan kepada Allah SWT dalam bekerja,
akan menjadi motivasi dan ruh kekuatan dalam setiap bentuk tindakan dan
pengambilan keputusan. Setiap permasalahan tidak akan disikapi dengan emosional,
akan tetapi disikapi secara rasional dan diputuskan secara spiritual.
2.2.6.2.1.1 Proses kegiatan usaha yang terukur dan terarah

Nilai-nilai keimanan yang bersemayam dalam setiap pribadi, akan berdampak
positif dalam setiap ruang gerak pemikiran dan aktivitas. kegiatan usaha bukan
semata-mata diarahkan kepada hasil (profit oriented), akan tetapi lebih
memperhatikan cara atau proses. la akan berusaha menitik beratkan seluruh proses
usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang dicontohkan oleh rasul-Nya.
2.2.6.2.1.1 Dalam menilai hasil usaha menggunakan dua sudut pandang

yaitu syari’at (dunia) danhakikat (ukhrawi)

">Muhd, https://serbaekonomi.wordpress.com/2013/11/10/konsep-ekonomi-syariah/,(25
Oktober 2018)
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Bagi pelaku ekonomi yang menggunakan dua sudut pandang dalam menilai
hasil sangat penting, karena dalam dunia usaha untung dan rugi-dalam kaca mata
materi pasti terjadi, sehingga ketika hasil usaha dianggap rugi sekalipun ia masih
punya harapan besar dan panjang karena masih ada keuntungan yang bersifat
ukhrawi.
2.2.6.2.2 Nilai-Nilai Islam (Syariah)

Fungsi syariah dalam agama untuk mengatur dan memelihara asfek-asfek
lahiriyah umat manusia khusunya, baik yang berkaitan dengan individu, sosial dan
lingkungan alam, sehingga terwujud’ keselarasan dan keharmonisan. Bagian
kehidupan manusia yang diatur oleh"syariat adalah asfek ekonomi. Al-guran dan as-
sunah sebagal sumber dalam ajaran islam banyak memuat prinsif-prinsif mendasar
dalam melakukan tindakan ekonomi baik secara eksplisit maupun inplisit. Diantara
prinsip itu adalah sebagai berikut;"
2.2.6.2.2.1 Ta awun (saling membantu)

Manusia adalah makhluk sosial, dalam segala aktivitasnya tidak bisa
menampilkan orang lain termasuk dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Dalam
pandangan Islam kegiatan ekonomi termasuk bagian al-bar (kebaikan) dan ibadah,
sehingga dalam pelaksanaannya diperintahkan untuk bertaawun (saling menolong).

Ketika ta’awun dijadikan landasan dalam berekonomi pelaku bisnis akan
terhindar dari sikap-sikap yang merugikan orang lain termasuk sikap monopoli.
Seorang produsen ia akan menjaga kualitas produksinya untuk membantu orang lain
yang tidak mampu berproduksi, seorang pedagang punya tujuan membantu pembeli

yang membutuhkan barang tertentu. Sehingga penjual tadi akan memberikan hak-hak

"*Muhd, https://serbaekonomi.wordpress.com/2013/11/10/konsep-ekonomi-syariah/,(25
Oktober 2018)
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bagi pembeli, penjual jasa bertujuan membantu orang yang membutuhkan jasanya,
sehingga ia akan meningkatkan pelayanannya dan sebagainya.
2.2.6.2.2.2 Keadilan

Adil dalam pandangan islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi
pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-
haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan termasuk dalam tindakan
berekonomi. dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi
akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Dalam menentukan
honor, harga, porsentase, ukuran, timbangan dan kerugian akan tepat dan terhindar
dari sifat dzulmun (aniaya). Al-Quran memerintahkan setiap tindakan harus didasari
dengan sikap adil, karena bentuk keadilan akan mendekatkan kepada ketagwaan

sebagaimana firman AIIah SWT dalam Q S. al-Maidah/5: 8

P > -

;icswfu N mu ARSI IRV \y; ty\; ,»,m ¢lo

AT 2 ELET, L;}LUU}T;\)JM e N1 e s HEa

@;\_)jl.wtu“ :

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.”

2.2.6.2.2.3 Logis dan rasional tidak emosional
Islam adalah ajaran rasional dan senantiasa mengajak kepada umat manusia
untuk memberdayakan potensi akal dalam mempelajari ayat-ayat Allah, baik ayat

quraniyah maupun kauniyah. Dalam konteks ushul fikh syariat diturunkan oleh al-

"*Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108
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Hakim hanya bagi makhluk yang berakal. Dalam beberapa ayat sering disindir orang
yang tidak memproduktifkan akal sehatnya, termasuk dalam tindakan ekonomi, setiap
kegiatan ekonomi harus bersipat logis dan rasional tidak berdasarkan emosinal
semata. sebagai contoh, ketika ingin membangun lembaga keuangan islam di sebuah
daerah jangan dilihat hanya penduduknya yang mayoritas muslim akan tetapi harus
diperhatikan bagaimana kegiatan usaha, apa saja transaksi-transaksi yang terjadi, dan
bagaimana mekanisme pasar yang ada.

2.2.6.2.2.4 Professional

Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk bertindak dan berprilaku
sebagaimana berprilakunya Allah. Ada beberapa tindakan Allah yang perlu dicontoh,
seperti, memanagemen jagat raya dengan planning yang tepat, ketelitian dan
perhitungan yang akurat. Bagi muslim dalam berekonomi tentu harus punya
managemen yang kokoh, planning yang terarah, tindakan dan perhitungan ekonomi
yang cermat dan akurat yang semua itu menjadi indicator pada propesionalime
ekonomi
2.2.6.2.3 Nilai-Nilai Etika (Ihsan).

Fungsi ihsan dalam agama sebagai alat control dan evaluasi terhadap bentuk-
bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju.
Fungsi tersebut selaras dengan definisinya sendiri yaitu, ketika engkau beribadah
kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, apabila engkau tidak mampu melihat-
Nya maka sesungguhnya Allah melihat (mengontrol) engkau. Ketika tindakan
ekonomi didasari dengan ihsan maka akan melahirkan sifat-sifat positif dan produktif

sebagai berikut;"®

"®Muhd, https://serbaekonomi.wordpress.com/2013/11/10/konsep-ekonomi-syariah/,(25
Oktober 2018)


https://serbaekonomi.wordpress.com/2013/11/10/konsep-ekonomi-syariah/
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2.2.6.2.3.1 Amanah (jujur)

Amanah dalam bahasa arab berdekatan dengan makna iman (percaya) dan
berasal dari akar kata yang sama yaitu aman. Sifat ini muncul dari penghayatan
ihsan. Bagi pelaku ekonomi yang memiliki sifat amanah akan mengakui dengan
penuh kesadaran bahwa seluruh komponen ekonomi; pikiran, tenaga, harta, dan
segalanya adalah milik dan titipan Allah, sehingga dalam menjalani aktivitas usaha
akan berhati-hati dan waspada serta terhindar dari sipat ceroboh dan sombong karena
pemilik perusahaan itu adalah Allah SWT.
2.2.6.2.3.2 Sabar

Sabar diartikan sebagai sikap tangguh dalam menghadapi seluruh persoalan
kehidupan termasuk dalam berekonomi. Sifat ini muncul dari proses panjang aktivitas
ibadah yang senantiasa diawasi dan dievaluasi oleh Allah. Dalam seluruh proses
tindakan usaha tidak akan lepas dari kendala dan problem, maka kesabaran mutlak
dibutuhkan. Dengan sifat ini sebesar apapun problem usaha akan disikapi dengan
pikiran-pikiran positif dan hati yang jernih. Adapun efek positif dari sifat sabar,
antara lain: segala kendala usaha dinilai sebagai pembelajaran untuk meningkatkan
etos kerja, akan siap menghadapi berbagai bentuk kendala usaha dan tidak
menghindarinya, akan mampu mengklasifikasi kendala dan menempatkannya
sehingga akan mendapatkan solusi yang tepat.
2.2.6.2.3.3 Tawakal

Tawakal berasal dari bahasa arab yang akar katanya berasal dari wakala yang
mengandung arti wakil. Maka tawakal diartikan sikap mewakilkan atau menyerahkan
penuh segala hasil usaha kepada Allah SWT. Sikap tersebut muncul dari nilai-nilai

ihsan. Islam tidak melarang pelaku bisnis mendapatkan keuntungan dalam usahanya.
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Akan tetapi hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang masih bersifat relative, bisa
untung atau rugi. Bagi pelaku usaha yang menyerahkan segala hasil kepada Allah
tidak punya beban mental yang berlebihan dan ketika hasilnya untung tidak akan lupa
diri dan apaila rugi tidak akan pesimis dan putus asa.
2.2.6.2.3.4 Qanaah

Qanaah dalam berekonomi diartikan sebagai sikap efesiensi dan sederhana
dalam tindakan usaha. Sikap ini terbentuk dari interaksi yang kuat antara hamba
dengan sang khalik. Efisiensi dalam seluruh tindakan ekonomi sangat penting untuk
mengurangi dan menekan beban pembiyayaan usaha, sehingga jika usaha yang
dilakukan itu bidang produksi maka akan menghasilkan prodak yang murah.
Demikian pula sikap ganaah terhadap hasil berupa keuntungan ia akan
membelanjakan harta yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan pokok terhindar dari
sikap boros dan mubadzir.
2.2.6.2.3.5 Wara

Wara dalam berekonomi diartikan sikap berhati-hati dalam seluruh tindakan
ekonomi. Sikap ini tumbuh dari kesadaran penuh terhadap pengawasan Allah yang
sangat ketat dan teliti. Kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, mulai
dari membuat planning, operasional dan mengontrol usaha dan akan menjauhkan
pelaku bisnis dari sikap ceroboh. Ketiga prinsip dasar ekonomi ini tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya; akan tetapi harus terintegrasi pada setiap diri pelaku
ekonomi. Ketika hal ini terwujud maka akan tercipta pelaku bisnis profesianal yang

shaleh dan tatanan ekonomi yang mapan, sehat, kondusif dan produktif.””

""Muhd, https://serbaeckonomi.wordpress.com/2013/11/10/konsep-ekonomi-syariah/,(25
Oktober 2018)


https://serbaekonomi.wordpress.com/2013/11/10/konsep-ekonomi-syariah/
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2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di

Parepare)”.

2.3.1 Implementasi
Implementasi men donesia adalah pelaksanaan

atau penerape an terlaksananya suatu

2.3.2
2.3.3

tempat berlindung atau Perlindungan

gala upaya yang men stian hukum

dungan kepada konsu erlindungan

en d ialah perlindungan kepada ko p pembelian

ekas oleh pe dalam UU un 1999.

2.3.4 usaha adala litas antara bisnis yang

independen berusa tkan konsumen de enawarkan

ang baik HMIEMRE yang baik

"®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke
Empat (Jakarta: PT. Ggramedia Pustaka Umum, 2008), h. 529.

7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke
Empat, h. 672.

8\Muhamad Yasin. “Analisis Strategi Bauran Pemasaran Produk Madu As-Syifa Kopontren
Al-Musyaffa’ Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal”,
http://eprints.walisongo.ac.id/6513/3/BAB%20I1.pdf (Diakses pada tanggal 30 Maret 2018)
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2.3.5 Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling
mengikat antara penjual, pihak yang menyerahkan barang dan pembeli
sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.®*

2.3.6 Ekonomi Syariah adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau

ajaran Islam. Dalam defeni ekonomi Islam merupakan ilmu yang

mempelajari perila erilakunya diatur berdasarkan

aturan agama didasari de sebagaimana dirangkum

rukun Islam.®

1 judul dari

peneliti entasia Tahun 1999
tentang men (Relasi Terhadap Beli Motor
Bekas d ar
2.4 Ka

salah satu tahap dalam proses kan publik.

kebijakan skan dengan

tujuan elas. tu. rangkaian akti
mengha akat sehirﬁa kebuja sebut dapat
memba '

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah

8Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke
Empat, h. 589.

8adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, h. 181.

8 Afan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (Cet. VI: Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Kedasama, 2009), h 295.
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undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun
peraturan daerah, menyiapkan sumber daya keuangan, dan siapa yang bertanggung
jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana memgantarkan kebijakan

secara kongkrit ke massyarakat.

Undang-undang perlindung onsumen dibuat untuk  melindungi
kepentingan konsumen, nan ang ini pun hak dan kewajiban
pelaku usaha juga dij merasa di kesampingkan
Pelaku usaha
mperhatikan
No.8 tahun 1999 meng masyarakat
pat menuntut kepada p adi kerugian

oleh ko i r bekas yang dibeliny: g terpenting

ang harus dapat mengapli uu t, agar baik
aupun konsu i an bersentuh gan hal yang

a itu itu dila

pandangan : ementasi kel

abel yan@ln RuEMRrEIain yaitu

dipengaruhi

itu harus
a jelas;

Sumber daya yang menjadi faktor penting untuk implementasi kebijakan agar
efektif yakni sumber daya manusia/finansial;

3. Disposisis yaitu watak dan karakteristik implementor
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4. Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijkan.

Melalui empat variabel tersebut sehingga UU No. 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dapat dii nentasikan, dan sesuai dengan konsep

ekonomi syariah yang terdi nan, nilai-nilai Islam, dan nilai-

nilai etika untuk men gambaran yang S mengenai penelitian ini,

maka penullis membuat sué bagan kerangka sebage

Komunikasi Birokrasi

UU No.8 tahun 1999
Tentang Perlindungan
Konsumen

Konsep Ekonomi Syariah

/l\>

nilai Islam (syariah) nilai keimanan

(tauhid) nilai etika (ihsan)
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis pe field research (penelitian lapangan) yaitu

penelitian yang mengumpu n di lapanngan. Metode yang

digunakan adalah met tan yang digunakan adalah

Yuridis Empiris.

g akan dijadikan sebag N penelitian
adalah i di inas Perindustrian dan rindag) kota
otor bekas yaitu di JI. jan Jin. Abu

Bakar epare, JI. Kebun Say erlindungan

ndaya Masyar
3.21 enelitian
n penelitian aktu kurang + 2 bulan

aikan derpn Kb“hE[F K;un E

1999 tentang Perlindungan Konsumen; (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli

Motor Bekas di Parepare).

54
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Mengkaji tentang bagaimana pengimplementasian UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor

Bekas di Parepare).

3.4 Sumber Data

gunakan sumber-sumber data, untuk

''''' dariswawancara dan
Perindustrian
dan Pe : jua otor bekas

aga Perlindungan K Masyarakat

ntang bagaimana Impl Tahun 1999

men (Relasi Terhadap Beli Motor

lehidari lembaga at: usi tertentu.

mentasi atau data | yang telah
ah, keadaan
mendukung
penelitian yang sedang dilakukan.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

#Nasution, Metode Research , (Cet. IX; Jakarta, Bumi Aksara: 2007), h. 143.
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Observasi dapat dilakukan sebagai “pengamatan langsung dan pencatatan
dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti” dalam pengertian yang
lain teknik observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung

keadaan lapangan agar peneliti eh gambaran yang lebiih luas tentang
permasalahan yang diteliti.
Observasi ata A i an tujuan untuk mengkaji

laku hukum masyarakat

akan alat dalam men i dengan cara
nyaan secara lisan unt ; san pula”.
pewawancara (interviw j anyaan dan
iewee) untuk memberikan j

wawancara i i dengan cara og langsung

an mengenai apa nik pengum Jata melalui

entang berb

metode \kan |EMIR uIis men(

ait dengan an. Dengan

n informasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

85Sukarsi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet, XI11; Jakarta: Rineka Cipta. 2009), h. 165.
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akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan.* Data-
data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data
sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi,

wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung

didapat dari pihak pertama.®’
3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data an dan mengurutkan data

proses mengo

satuan uaraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan

urutan data

lam suatu pola, kategori Jasar. Patton

nafsiran, yaitu membe an terhadap

n dan mencari hubu ensi-dimensi

analisis dat
upakan met

status feno

%Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), h.
158.

8"Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet.I; Jakarta :
BumiAksara, 2008), h. 69.

8 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rosda Karya, 2006), h. 248.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Parepare

Kota Parepare meru erah di Sulawesi Selatan yang

memiliki posisi strategi lintasan transportasi darat

maupun laut, baik a -Selatan maupun Tim dengan luas 99,33 km?.

Terdiri didasarkan
pada pe an pengal 3 alikota pertam a H. annaungi,
pada ta 960, maka dengan kepu ilan rakyat
daerah ditetapkan hari kelahira : tanggal 17

Februar ) inistrasi kot Parepare i ba as wilayah

sebagai

41.1.1 Utara berbatasan dengan Kabupaten.Pinrang
4.1.1.2¢ Timur berbatasan der paten Sidenreng Ra
4.1.1.3¢ Selatan berbatas ﬁ l up Barru, dan

4114 Barat bertW dengan

ibukoi i epare.d pakan salah

tingkat 11 Makassar, telah ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan dan pusat
pelayanan bagian tengah Sulawesi Selatan yang meliputi kabupaten Dati Il Barru,
Sidrap, Pinrang, dan Enrekang.

Kota Parepare dahulu adalah semak belukar yang diselang-selingi oleh

lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhan

54
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tumbuh secara liat tidak teratur mulai dari utara (cappagalung) hingga ke jurusan
selatan. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa
daratan itu dinamai Kota Parepare, Parepare berasal dari bahasa bugis makassar

bajik nipare artinya baik untuk dibuat atau baik dibentuk maksudnya baik dibentuk

menjadi suatu kediaman.
Pada zaman Hindia arepare, berkedudukan seorang
Asisten Residen da ebber sebagai pimpinan

pemerintahan  yang

di Parepare
alan hingga
pecahnya perang dunia ke Il yaitu pada saat terhapusnya pemerintahan Hindia
Belanda sekitar tahun 1942, pada zaman Jepang tahun 1942-1945 struktur
pemerintahan tidak mengalami perubahan kecuali istilah jabatan yang tadinya pada

pemerintahan Hindia Belanda pimpinan pemerintahan bergelar Asisten Residen
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maka pada zaman Jepang disesuaikan dalam bahasa Jepang menjadi Ken Kanrikan
dan Controlur menjadi bunken kanrikan.
Pada zaman kemerdekaan indonesia tahun 1945 struktur organisasi

pemerintahan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 (Komite

Nasional Indonesia) dan selanjut g-Undang No. 2 tahun 1948 dimana

struktur pemerintahannya | aitu di daerah hanya ada kepla
daerah atau Kepala P da lagi semacam Asisten
Residen atau Ken K

gkatan, baik
yang di diri maupun
migrasi Kota Parepare. Pada
jumlah unakan untuk mengesti Kiraa h penduduk
dimasa Prediksi jumlah pend asa akan datang

an matematis dengan perti gan j

mlah pendud n terakhir m kan jumlah

3 Tahun 200 a, yang terdi

58.286 PmenuErFA RlE kepala
()

56.883 jiwa
. (KK) dan

terdiri dari

a kKeluarga (KK)
dimana setiap keluarga rata-rata memiliki anggota keluarga sebanyak 4 sampai 5
orang. Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan penduduk selama kurun

waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 2,88 % pertahun.®

89ppsp.nawasis.info/../DRAF_BPS_Bab%2011%20Buku%20Putih PAREPARE.pdf. (29
Oktober 2018).
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4.2  Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaku Usaha dalam Melakukan Jual Beli
Motor Bekas di Parepare.
Usaha berdagang ada yang namanya proses transaksi jual beli yang dilakukan

setiap pedagang seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha jual beli motor bekas, maka

dari itu peneliti ingin mengetahui ¢ ansaksi jual beli yang dilakukan oleh

pelaku usaha jual beli moto
Sebelum meng

oses jual beli n 5 di Kota Parepare. Sekilas

tentang ketentuan jué Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada

untuk pembeli itu

sendiri, dari parang yang
ual ud alaih) dan ada nilai
ang yang melakukan a
egiatan jual beli motor : are ini tidak

ada ma pelaku akad yakni penjual ada. Setiap

diungkapkan
gkapan yang
ginan untuk

atk pembeli atau
penjual. Sedangkan gabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang

dilakukan setelah ijab yang menunjukkan terhadap pihak lain tersebut. Maka pihak

%Nasrun Harun, Figh Muamalah, h.115
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yang memulai berkeinginan untuk bertransaksi itu adalah mujib (pelaku ljab),
sedangkan pihak lain yang menyetujuinya adalah gabil.
Menurut sebagian ulama yang lain, dalam akad jual beli, jika yang memulai

adalah penjual maka itu ijab. Tapi jika yang memulai adalah pembeli maka itu

disebut juga ijab. Begitu pula kaidz erlaku untuk akad yang lain. Jika sudah

terjadi ijab gabul sesuai de ya, maka akad dan kesepakatan

antara kedua pihak s adi dan setiap ikat dengan hak-hak dan

untuk syara’

langsung

urut hukum ah dijadikan

nfaatkan (m am). Syarat
(bisnis) dan
inggap harta

ang tidak boleh

dimanfaatkan, seperti khamr itu tidak boleh menjadi objek akad.*®

%0ni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya
dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 27.

%2Nasrun Harun, Figh Muamalah, h. 70.

%30ni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya
dalam Ekonomi Syariah, h. 37.
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Kebersihan barang yang dijual atau kesuciannya merupakan syarat penting
namun ini tidak masalah. Karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa
kendaraan sehingga tidak tergolong dalam benda-benda najis atau benda-benda yang

diharamkan seperti khamr, bangkai, dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat

terhadap barang-barang yang diperj an haruslah bersih suci, telah terpenuhi

dan tidak ada masalah.

merupakan
memerlukan

tenaga ¢ i dapat teratasi dengan 3 rmotor.

, Syarat yang harus te parang yang

u milik pengusaha jual ak terhadap

ilikan tidak

sesuatu j emilikan. Dengan demikia

ang haruslah
ra langsung

i tidak ada

tidak berarti
harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahterimakan itu tidak
boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual. Seluruh
ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad mu’awadhah, dan menurut

mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku dalam akad tabarru’at, kecuali malikiyah
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yang membolehkan harta yang diinfakkan itu tidak bisa diserahterimakan. Menurut
mereka, karena karakter akad ini adalah sosial (ihsan), dan jika barang itu tidak jadi
diinfakkan, maka tidak akan merugikan pihak lain.**

Syarat objek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui
maksudnya adalah cukup dengan mengetahui harga. Akan tetapi ada pula ulama yang
mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail. Etika
pemasaran dalam konteks harga jual perlu diperhatikan. oleh para pedagang atau
pembisnis, agar mereka tidak semena-mena menetapkan harga sesuai dengan
keinginan mereka demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam etika
bisnis Islam, kita dianjurkan untuk“menetapkan harga sesuai dengan kemampuan
daya beli masyarakat dengan keuntungan yang layak, dan ‘hendaknya dalam
menetapkan harga harus tetap memperhatikan biaya produksi dari barang yang
diperdagangkan sehingga tidak mengalami kerugian. Di samping itu, sebaiknya harga
yang ditetapkan tersebut mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen atau
masyarakat untuk membeli barang. yang diperdagangkan. Adapun mengenai
penetapan harga atas penjual belian motor bekas sebagaimana yang dikatakan oleh

pelaku usaha jual beli motor bekas Parepare:
Adapun hasil wawancara,dari.beberapapelaku.usaha jual beli motor bekas bahwa:

Ketika saya menjual motor, sudah pasti ada penjual dan pembelinya, kemudian
setelah pembeli melihat-lihat kendaraan dan menanyakan harga kemudian
sudah ada yang cocok menurutnya saya mengecek ulang kendaraan tersebut
kemudian menjelaskan hal-hal penting kepada pembeli dan memperlihatkan
kelengkapan surat-surat motor fitu jika sudah disetujui saya melakukan
perjanjian dan sesuai kesepakatan saya dengan dia.*®

%*0Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya
dalam Ekonomi Syariah, h. 37-38.

®sygiarto, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Kota Parepare, wawancara, 18
Oktober 2018.
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Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh oleh lapangan, yang mana data
tersebut diperoleh dengan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung
dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya pelaku usaha atau penjual dan
para konsumen atau pembeli motor bekas. Untuk mendapatkan bagaimana bentuk
pelaksanaan kegiatan pelaku usaha' dalam._melakukan jual beli motor bekas di
Parepare, peneliti mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap narasumber
utama dan beberapa pembeli.

Adapun hasil wawancara dari beberapa pelaku usaha jual beli motor bekas bahwa:

Proses penjual belian motor bekas yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan
bersama oleh pihak penjual dan pembeli. Saya membuka usaha jual beli motor
bekas sejak tahun 2013, dalam“sehart tidak tertentu berapa jumlah motor yang
terjual. Kami disini juga menyediakan cash atau kredit yaitu tergantung
permintaan konsumen, kami dengan senang hati melayaninya. Saya sebagali
pelaku usaha penjual motor bekas pertama-tama yang harus saya perhatikan
yaitu bagaimana kondisi motor, melihat kekurangan-kekurangannya baik itu
mengenai mesinnya atau kelengkapan berkasnya kemudian memberikan harga
motor kepada konsumen sesuai kualitas dengan harganya begitupun ketika
saya juga melakukan pembelian motor bekas. Setelah itu ketika ada konsumen
atau pembeli yang ingin membeli kemudian saya menjelaskan beberapa
kekurangan-kekurang sesuai pengetahuan saya mengenai motor tersebut.*®

Hal ini dikatakan pula olehpelaku usaha lainnya yang mengatakan bahwa :

Saat membeli motor perhatikaan dokumen kendaraan dan periksalah
keaslliannya yaitu STNK'dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor).
Jika anda ragu maka bisa meminta informasi ke kepolisian. Cocokkan warna
yang ada pada STNKisepertiwarna kendaraan, nomor mesin, nomor rangka dan
tahun pembuatan dengan-kendisi=fisik kendaraan™Perhatiakan tahun pembuatan
kendaraan dan perhatikan angka yang ada di speedmometer, wajar atau ada
kejanggalan. Hindari kendaraan yang masih menjadi jaminan kredit pada pihak
ketiga. Jangan hanya memperhatikan kemulusan fisik kendaraan saja nhamun
lakukan pengecekan untuk mesinnya. Jika awam maka datanglah dengan teman
yang mengetahui banyak tentang mesin.”’

*®Firman Rahman, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18
Oktober 2018.

°"H. Ramli, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober
2018
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Jadi, maksud dari hasil wawancara di atas yaitu para pelaku usaha melakukan
jual beli dengan menjelaskan informasi yang mereka ketahui tentang berbagai aspek
dari suatu barang atau produk penjualannya. Karena kelengkapan suatu informasi
merupakan daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang
sangat menentukan bagi konsumen.untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu,
informasi merupakan hal _pokok yang dibutuhkan. oleh setiap konsumen. Dalam
hukum perlindungan .konsumen juga membahas mengenai informasi yang harus
jelas, jujur, dan adanya tanggung jawab.

Dalam pandangan al-Qur’an transaksi bisnis sebagaimana dalam sisi
kehidupan yang lain, tanggung jawab Individual adalah sangat penting. Setiap
individu adalah bertanggung jawab terhadap semua bentuk transaksi yang dilakukan.
Tak ada seorang pun yang memiliki previlige tertentu atau Imunitas untuk
menghadapi konsekuensi apa yang dilakukan. Dalam prinsip ‘al-Qur’an ini ada
semacam alat pencegah terhadap terjadinya tindakan yang bertanggung jawab. Setiap

orang akan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

Saya sebagai pelaku usaha menjual kendaraan bertanggung jawab atas transaksi
yang saya lakukan kepada pembeli baik itu melalui cash atau kredit, jadi ketika
ada permasalahan maka saya yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut
baik itu adanya kekurangan bahkan ketidakadilan yang dialami oleh konsumen,
jadi kami sebagai pelaku usaha_harus jujur kepada konsumen Kita ini harus
menghindari kekurangan: bahkan*Kkebohongan karena ini akibatnya merugikan
saya sendiri-apabila-konsumen. banyak.yang.melakukan.komplain kepada saya
bahkan para konsumen kita harus menjaga kepercayaannya.’

Sebagai tambahan dari yang telah disebutkan di atas.” Al-Qur’an juga telah
menyediakan institusi-institusi yang bisa memberikan perlindungan terhadap adanya

malapraktek dan ketidakadilan dalam kontrak.*®

%83ugiarto, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober
2018.

*Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.106-107.
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Tidak diragukan bahwasanya ketidakjujuran, adalah bentuk kecurangan yang
paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada

orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya.
¢ AT 3251315 ¢ X EWAS 1Y) 06 @Al 4T 0 alug adde A e LN 0

A (a5 1305

“Rasulullah  Sh ihi v menyatakan bahwasanya
da sifat orang munafik.
jlka dia bicara dia selalu

kari_dan jika dia

su, tuduhan

engan tegas.

Jer dan para

ng beberapa
prinsip

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntutan

3. Bertahap dengan menerapkan hukum

100\ 1ystaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, h.138.
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4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia™
Kepercayaan atas produk dan realibilitas pada para pedagangnya memainkan
peranan kunci dalam usaha mengokohkan dan mengembangkan sebuah bisnis.
Rasulullah dalam sebuah hadisnya memperingatkan dengan keras:
“Dua orang yang melakukan transaksi memiliki opsi, tatkala keduanya masih
berada ditempat. Jika mereka jujur dan-memberikan gambaran (yang jelas
tentang barang yang didagangkan) maka transaksi yang mereka lakukan akan

mendapat berkah, .namun jika mereka menyembunylkan cacat yang, ada maka
transaksi mereka akan jauh dari rahmat.” (HR. Bukhari dan Mushm)

Bahkanilebihdarivituyal=Qur’an jugasmengutuk cara=carasmencampuradukkan
antara yang hak dan yang bathil dan menyembunyikan yang hak. Rasulullah SAW
telah melarang semua bentuk penipuan‘transaksi. Penipuan atau kecurangan mungkin
berbeda bentuk dan modelnya dari satu transaksi ke transaksi lain, dan ajaran Islam
bermaksud untuk melakukan pencegahan orang-orang yang terlibat transaksi untuk
tercebur dalam penipuan dan kecurangan. Memberitahukan cacat/yang ada di dalam
barang, |sebagaimana merupakan prinsip penting dalam etika bisnis yang dengan
demikian pembeli tidak tekecoh dengan membeli barang itu karena ketidaktahuannya.
Dengan' demikian maka jelas bahwasanya menyembunyikan aib barang adalah
haram.'® Hal ini dikatakan pula oleh pelaku usaha bahwa:

Kendaraan bekas pasti‘ada beberapa kekurangannya berbeda dengan motor baru
mungkin motor bekas ada kerusakan-kerusakan didalam motor tersebut baik itu

seperti mesinnya atau lainnya jadl kaml harus teliti memperhtikan bahkan
mengecek kendaraan sebelum dijual.*

101 adir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran, (Jakarta: Prakata, 2015), h. 101.
192 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, h.138.
1%\Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, h.139

1%Firman Rahman, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18
Oktober 2018.
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Adapun hasil wawancara dari konsumen mengatakan bahwa:

Saya membeli motor bekas kepada salah satu pelaku usaha, sebelumnya saya
singgah dulu dibeberapa penjual motor bekas dengan melihat-lihat kondisi
motor kemudian menanyakan juga harga-harga setiap motor, dari beberapa
penjual yah pasti berbeda-beda pelayanannya kepada pembeli. Kemudian kita
sebagai pembeli dijelaskan mengenai kondisi motor dan surat-suratnya serta
harganya. Selama beberapa tahun saya menggunakan motor tersebut e/ah bagus
tergantung pemakaian pemiliknyaan bagaimana cara merawatnya. '

Kegiatan ekonomi dalam™ usaha jual.beli motor bekas tidak selamanya
mendapatkan respon baik dari masyarakat karena hasil. pembeliannya berbeda-beda.
Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan adapun kesimpulan mengenai bentuk
kegiatan jual beli motor bekas di Parepareyaitu rukun jual beli sudah sesuai karena
terdapat, penjual, pembeli, perjanjian antara keduanya (ijab dan gabul), ada barang
yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian mengenai Syarat barang
yang diperjualbelikan sudah jelas. Kendaraan yang diperjual belikan tersebut
merupakan kendaraan bekas jadi para pelaku usaha memberikan informasi yang
lengkap dan benar atas barang tersebut.

4.3  Pengawasan Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare

Lembaga yang melakukan —penerapan terhadap undang-undang tersebut
khususnya pengawasan yakni dari lingkup pemerintah dan non pemerintah, kedua
lembaga inilah yang bekerja sama dalam menjalankan penerapan Undang-Undang
tersebut. Untuk lingkup“pemerintah“yaitu Disperindag sendiri ada seksi pengawas
disebut dengan PPBJ, perlindungan konsumen diseksi ini ada beberapa SDM yang
terdiri dari tiga orang untuk PPNS-PK dan lima orang dari PPBJ. Dalam hal ini
strukturnya sendiri telah terbentuk ada kepala dinas, kepala bidang, dan staf. Untuk

lingkup non pemerintah yaitu LPKSM telah terbentuk strukturnya masing-masing.

1%Eijtrayani, Selaku Konsumen, wawancara 19 Oktober 2018.
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UUPK sudah dari dulu diterapkan yaitu sejak tahun 1999 dari dasar itu kita
melakukan pengawasan pembinaan dengan apa yang sudah diundang-
undangkan misalnya dengan undang-undang itu ada tercantum mengenai
pengawasan, penjelasan mengenai BPSK. Bagaimana caranya jika masyarakat
merasa dirugikan, dimana harus mengadu semuanya ada dalam undang-undang
tersebut, serta cara pengawasan semua ada di dalam jadi jika implementasi itu
sudah dari awal sampai sekarang kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang
dijelaskan dari undang-undang tersebut.'*

Pengawasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 30.

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh
pemerintah, .masyarakat, dan lembaga perrlindungan konsumen swadaya
massyarakat.

2._Pengawasan_oleh permerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri dan /atau menteri teknis terkait.

3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar.

4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, menteri atau menteri teknis mengambil tindakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada
masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri atau menteri teknis.

6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dlmaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Adapun hasil wawancara dari bahwa Ketua:l.SM Merah Putih Kota Parepare:

Sesual penjelasan yang ada‘di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) tahun 1999, bahwa faktor utama.yang menjadi kelemahan konsumen
adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masii rendah terutama
disebabkan oleh rendahkan, pendidikan kensumen. Oleh karena itu UUPK
dimaksudkan untuk*menjadi landasan /hukum yanhg kuat bagi pemerintah dan
LPKSM untuk melakukan Upaya pemberdayaanskonsumensmelalui pembinaan
dan pendidikan konsumen.*

196 Asia Amin. ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, wawancara, 22 Oktober 2018.

197Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

bab VII, pasal 30

2018.

1%prs. Rahmat Patajangi, Ketua LSM Merah Putih Kota Parepare, wawancara, 29 Oktober
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Maksud dari hasil wawancara diatas yaitu perlu ditingkatkannya kesadaran
terhadap konsumen akan haknya, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan
Konsumen sehingga menjadi landasan bagi Pemerintah, Disperindag, dan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan pembinaan,

pengawasan dan sosialisasi kepada

4.1.1 Pengawasan yang dil

4.1 cara
......................... njaga

4.1 i pemberdayaan konsu s menentukan
hak-haknya sebagai ko

4.1 i sistem perlindungan ko dung unsur
kum dan keterbukaan i akses untuk
informasi

4.1 pentingnya

perlindungan
bertanggungjaw

4.1 eningkaMRiMrﬂsEang menj

, keamanan,

4.1.2  Mekanisme Pengawasan yang dilakukan adalah:
4.1.2.1 pengaduan dari masyarakat
4.1.2.2 sampling melalui pembelian

4.1.2.3 pengamatan kasat mata (label)
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4.1.2.4 uji lab, standar, spesifikasi
4.1.2.,5 publikasikan atau projustisia (proses penyidikan)

Sosialisasi kemasyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, ataupun dalam
bentuk pertemuan secara tidak langsung, informasi yang disampaikan jika dilakukan
secara tidak langsung kepada pedagang maka akan disampaikan kepada masyarakat
dari mulut kemulut, hal ini yang dilakukan oleh pihak perdagangan maupun lembaga
perlindungan konsumen lainnya.

Dari sini kami'sebagal pegawai kantor dinas perdagangan itu opsinya kita harus
melakukan pengawasan baik itu terhadap jasa atau barang, melakukan kegiatan

untuk semua hal-hal yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan kita di
Parepare adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).'%

Kepada masyarakat yang melanggar maka yang dilakukan adalah teguran
kemudian barang yang tidak layak edar tersebut ditarik dari pasaran, kepada pelaku
usaha akan terus diawasi secara berkala dan jika setelah diberikan teguran masih
melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Jika terjadi permasalahan “antara pelaku usaha da konsumen yaitu perlunya
membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen dengan melakukan yaitu langsung
mengadu kepada pelaku usaha, melalur lembaga konsumen swadaya
masyarakat (LPKSM), Direktorat perlindungan Kkonsumen, Badan
penyelesaian sengketakofsuriieh (BPSK) | Pengadilan Negeri.™*

Pengawasan dari pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha jual beli
motor bekas di Parepare saya katakan tidak pernah menurut pernyataan Sugiarto dan

beberapa pelaku usaha lainnya yang mengatakan :

199Asia Amin. ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, wawancara, 22 Oktober 2018.

19prs, Rahmat Patajangi, Ketua LSM Merah Putih Kota Parepare, wawancara, 29 Oktober
2018.
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Semenjak saya melakukan jual beli motor bekas belum pernah ada pengawasan
dari beberapa lembaga-lembaga lainnya.'*

Untuk dapat mennjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka
pemerintah menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini
penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha
untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak
penting yang akan ditimbulkan akibat tindkan pelaku usaha yang sewenang-wenang
dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah
memiliKi kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah,
disamping ketentuan hukum yang melindungan kepentingan konsumen belum
memadai.***

Penyeimbangan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha , sejalan dengan
sikap jujur dan bertanggung jawab dari pelaku usaha. Sangatlah penting, karena
berbagal praktik niaga yang tidak jujur dan mengabaikan tanggung jawab, merupakan
pengalaman umum di mana saja.

UU No. 8 Tahun 1999, ‘menegaskannya sebagai salah satu upaya yang
menjamin adanya kepastian -hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu
antara lain adalah dengan” meningkatkan™ harkat “dan martabat konsumen dan

menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen itu apa yang dinamakan kita selalu berusaha
melakukan pencegahan jangan sampai terjadi korban, atau jangan sampai ada
namanya dirugikan oleh masyarakat. Yang kita harus lakukan yaitu dengan
memberikan mereka pengetahuan, edukasi melalui sosialisasi. Konsumen juga
harus cerdas dan harus tau karena konsumen sebenarnya dilindungi oleh

15y giarto, Pelaku Usaha Jual beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober 2018.

12gysanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjauh dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 1-2.
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Undang-Undang , jadi konsumen punya Undang-undang sendiri dan juga
sebagai masyarakat atau konsumen harus tau bagaimana cara melindungi
dirinya dengan membeli barang yang baik sebelum membeli perhatikan dulu
keadaan barang tersebut, masa kadaluwarsanya, apakah masih layak pakai,
apakah ada BPOM, tidak mengandung bahan- bahan berbahaya, atau itu barang
yang dilarang baik itu larangan dalam sisi agama.**?

Hal ini dikatakan pula oleh Ketua LSM Merah Putih Kota Parepare bahwa :

Sebagaimana diketahui bahwa hak-hak konsumen antara lain adalah hak
kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa,
hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur-mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa-dan hak untuk diterimanya dalam transaksi jual beli bagi
pelaku usaha yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya. Hak-hak konsumen dijamin oleh”undang-undang untuk menuntut
penggantian.barang.atau.jasa_yang sejenis.atau. setara.nilainya;-pengembalin
uang, biaya perawatan kesehatan atau pemberian bantuan.***

Belum optimalnya pelaksanaan perlfindungan konsumen dan pengawasan
barang [beredar. Banyaknya barang dan jasa yang ada di Kota Parepare sangat
memungkinkan adanya barang kadaluarsa yang tidak @ layak konsumsi
diperjualbelikan.

Kriteria dari barang beredar yang diawasai adalah menyangkut aspek
keselamatan, keamanan, kesehatan._dan lingkungan (K3L) serta moral Hazard;
Barang ' beredar tersebut dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat luas;
Produk [barang beredar sudah:memiliki SNI (wajib dan sukarela) atau persyaratan
teknis lainnya; Barang beredar yangesudah adaplabaratorium penguji yang telah di
akreditasi dan atau ditunjuk serta sering terjadinya insiden pemalsuan/penipuan
(kadar, purna jual, label, dan sebagainya).

Sedangkan untuk kriteria jasa yang diawasi menyangkut aspek K3L serta

moral hazard; Jasa tersebut dimanfaatkan dan atau dapat mempengaruhi masyarakat

13 Asia Amin. ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, wawancara, 22 Oktober 2018.

4Drs. Rahmat Patajangi, Ketua LSM Merah Putih Kota Parepare, wawancara, 29 Oktober
2018.
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banyak; Jasa yang sudah ditetapkan standar atau aturan teknis pelayanannya, klausula
baku serta yang terakhir adalah sering terjadinya penipuan dalam layanan jasa Dinas
Perindagkop dan UKM melaksanakan monitoring dan pengawasan untuk menekan

jumlah barang beredar dan jasa yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu

melalui BPSK diupayakan untuk an perlindungan kepada konsumen yang

merasa dirugikan akibat ba ota Parepare.
Dari semua ya s telah jelaskan d

pengawasan
0. 8 Tahun 1999 B p Ekonomi

441

pembahasan

; antor Disperindag
|n ST memahaml komunlka5| dalam teori
rupakan bentuk sarana sosialisasi

Parepare dalam hal ini lIbu Asia A
implementasi. Komunikasi yang

115https://pareparekota.go.id/wp—content/uploads/.../Renstra—Perindag—2013—2018..pdf (29
Oktober 2018)

18 Asia Amin. ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, wawancara, 22 Oktober 2018.
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kebijakan yang diterapkan pemerintah kepada masyarakat melalui sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat. Tetapi jika terkhusus kepada pengusaha di bidang jual
beli motor bekas belum pernah diadakan.

Selama |n| saya sebagai pelaku usaha belum pernah melaksanakan sosialisasi
tersebut.™

Wawancara penulis kepada salah satu pelaku usaha jual beli motor bekas di
Parepare mengatakan belum pernah ada sosialisasi yang dilaksanakan.

4.4.2 Ketersediaan Sumber Daya

“Sebagai pegawai kantor Disperindag kami semua ini memiliki ketersediaan
sumber daya karena dari lingkup pemerintah yaitu terdapat Pengawas
Perdagangan Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), dan juga terdapat dari lingkup non
pemerintah yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)™. '

Sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi, sumber daya
manusia (SDM) merupakan sumber daya yang terpenting untuk pencapaian sasaran
organisasi. Peran SDM bagi organisasi tidak hanya dilihat dari hasil produktivitas
kerjanya tetapi juga dapat dilihat-dari_kualitas-kerja yang dihasilkan dan kemampuan
untuk memanfaatkan secara tepat sumber daya lainnya untuk kepentingan organisasi.
Bahkan lebih jauh lagi kalau dilihat -secara makro keunggulan suatu bangsa sangat
ditentukan oleh kemampuan dayarsaing' SBM=nyarbukan lagi ditentukan oleh sumber
daya alam yang dimiliki. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu upaya
meningkatkan pelayanan kepada semua pihak.**®

Maksud dari Ibu Asia Amin. ST mengenai ketersediaan sumber daya dapat

penulis jelaskan bahwa sumber daya untuk menerapkan kebijakan tersebut tidak

7sygiarto, Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober 2018.
18 Asia Amin. ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, wawancara, 22 Oktober 2018.
®Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Renstra-Perindag-2013-2018..pdf, 28 Oktober 2018.
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terbatas karena terdapat dari lingkup pemerintah maupun nonpemerintah sehingga ini
sangat berpengaruh terhadap instansi dan sangat penting. Mengingat bahwa tujuan
dari instansi dapat dicapai dengan adanya sumberdaya manusia yang dapat

diandalkan.

4.4.3 Disposisi atau (sikap dan komi
Agar kebijakan terseb
kejujuran dan komit
kebijakan sesuai

imana yang paling perlu adalah
uruh jajaran demi menjalankan

ntuan pelaksanaan etika
bagian dari
diwujudkan
g. Ada beberapa hal ya bagai upaya
aan etika dalam manaj yang dapat

pelatihan etika, advok an mengenai

ibatan masyarakat dalam S nis.*?*

Disperindag
ena pegawai terse

instansi deng

i sudah Jelas struktur organisasinya serta

tugas pokok dan fungsinya masing-masing.*?

120asia Amin. ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, wawancara, 22 Oktober 2018.

12'Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana,
2005), h. 89.

122psia Amin. ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, wawancara, 22 Oktober 2018.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah, susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM terdiri atas :

4.4.4.1 Kepala Dinas,

Mempunyai tugas ebijakan pemerintah di bidang

enengah; iii) pembinaa
perdagangan, koperasi, menengah;
iv) pela yang diberikan oleh pokok dan

4442 ris

nyai  tugas kegiatan

elalui admi i penyusunan

administrasi
) pemberian
dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian,
perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset; iii) pembinaan, pengkoordinasian,

pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Perindustrian,
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Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengabh; iv) pelaksanaan tugas lain yang
diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu

oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi Um
b. Sub Bagian Perencan

Pelaporan.

industrian mempunyai sunan dan
kegiatan bidang; ii) oordinasian,
asan program dan Kkegiat bidang; iii)

aluasi progr lingkup bida

tugas la diberikan pimpin s pokok dan fungsi.

Untuk K

an pelaksana

embavaf® SARE PR E

ng Perindust 2pala Bidang

4.4.4.4 Kepala Bidang Perdagangan
Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan
dan pengewasan perdagangan barang dan jasa baik perdagangan dalam negeri

maupun luar negeri.
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Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : i) penyusunan dan pelaksanaan
program dan Kkegiatan bidang; ii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan
pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iii) pelaksanaan evaluasi

program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iv) pelaksanaan tugas lain yang

diberikan pimpinan sesuai tugas fungsi. Untuk kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi Bidang P g Perdagangan membawahi 2

Usaha dan Perlindunga

4445
kok melaksanakan per
i.

punyai fungsi : i) peny : aan program
dan keg mbinaan, pengkoordinasian, i pengawasan
program dan

an pimpinan

pala Bidang

b. Seksi Bina Usaha Koperasi.
4.4.4.6 Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan

urusan pemerintah di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
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Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : i)
penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang; ii) pembinaan,
pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam

lingkup bidang; iii) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup

bidang; iv) pelaksanaan tugas lain ye perikan pimpinan sesuai tugas pokok dan

mberdayaan UMKM.
lola Pasar
okok membantu Kepal memimpin,

awasi dan mengendalikan p

olaan pasar
bidang

pinan sesuai

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatusahaan yang
meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan

dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
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Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : i) perumusan kebijakan
teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta
pelaporan; ii) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan; iii) pembinaan,

pengkoordinasian, pengendalian, p program dan kegiatan; iv) pelaksanaan

tugas lain yang diberikan pi dan fungsi.*®

Struktur organi gimplementasikan sebuah
rgantung pada seberapa
ana struktur
ja  fleksibel
gi organisasi sehingga
faktor eksternal yang i KPD dalam

sinya, sehingga mendo i ran strategis

peluang yang mendukung

p banyak.
at perbelanjaan dan
toko modern, serta regulasi yang mengatur peredaran minuman beralkohol.

6. Peraturan-peraturan dibidang perlindungan konsumen.

123https://pareparekota.go.id/wp—content/uploads/.../Renstra—Perindag—2013—2018..pdf (29
Oktober 2018)
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7. Sarana perdagangan khususnya pasar tradisional tersebar di Kota Parepare dalam
menunjang kelancaran distribusi bahan pokok.
8. Tersedianya sumber permodalan perbankan atau lembaga keuangan.

9. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi UMKM. %

4.4.1.1 Implementasinya berdasarkan konomi Syariah yaitu:

Ekonomi Syariah a ang berdasarkan nilai-nilai atau

ajaran Islam. Dalam D , ekonomi Isla an ilmu yang mempelajari
perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdase kan aturan agama Islam
dan did dan rukum
onsumen merupakan penting dan
Islam. Karena Isla erlindungan
hubungan keperdataan

a luas, bahkan menyang ' ara manusia

dengan apa
pagai pelaku
i konsumen
Jiatan usaha
kum-hukum

andasan sistem

kehidupan yang disebut syariah yangi menjadi sumber aturan perilaku yang di

124https://pareparekota.go.id/wp-content/uploads/.../Renstra—Perindag-2013-2018..pdf (29
Oktober 2018)

15 adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, h. 181.

126 Asia Amin. ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, wawancara, 22 Oktober 2018.
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dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan itu didasarkan
pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia, untuk mencapai
kehidupan yang baik.

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi harus dibangun diatas tiga pondasi yaitu,

nilai-nilai keimanan, nilai-nilai Islami

s dan visi mi

nan semua bentuk ek kan dipandang sebagai

kan kepada Allah SWT j etiap bentuk
eputusan dalam bekerj i 1salahn yang

an tetapi secara rasional

a iya kita harus menanamk i-ni nan tersebut
indar'dari hal-hal yang tidak diinginkan, at Islam kan
s disandark : ngan selalu
niat yang lur

arkan hasil w belaku usaha

umat Islwﬁ Etpnﬂun Elm bekerj
O

it dianjurkan

itu adanya

4.4.1.1.1.2 Proses kegiatan usaha yang terukur dan terarah

Dalam menjalankan kegiatan usaha jual beli motor bekas kita harus jelas cara
atau proses kegiatan jual belinya karena jika tidak terarah maka yang rugi

27Firman Rahman, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18
Oktober 2018.
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adalah pelaku usahanya sendiri baik itu mengenai surat-surat dan proses
perjanjian jual belinya harus jelas.*?®

Kegiatan usaha bukan semata-mata diarahkan kepada hasil, akan tetapi
memperhatikan cara dan prosesnya. la akan berusaha menitik beratkan seluruh proses

kegiatan usaha dengan ketentuan-ketentuan Allah.

4.4.1.1.1.3 menilai hasil usaha
(dunia) dan hakikat (ukhrawi

akan dua sudut pandang yaitu syari’at

am kegiatan usaha tetapi
api kita sebagai manusia
rus_menerus karena ada
kita dalam
keuntungan

U onsumen yaitu deng ah dan
mbantu k en terserah
au kredit’

1285 giarto, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober
2018.

1294 Ramli, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober
2018.

1%0Fjrman Rahman, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, 18 Oktober
2018.
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Segala aktivitas ekonomi selalu membutuhkan kerja sama orang lain karena
manusia sebagai makhluk sosial. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi termasuk
ibadah dan termasuk dalam kebaikan sehingga diperintahkan saling tolong-menolong

dalam berekonomi agar terhindar dari sikap-sikap yang merugikan orang lain.

Berdasarkan wawncara diatas seoran usaha punya tujuan membantu pembeli

yang membutuhkan dan in nsaksinya jual belinya sehingg

penjual tadi dianggap an hak-hak bag an juga agar meningkatkan

pasti sa a tidak adil

dari masy: merugikan
pa konsumen menjauh, harga harus
ana kondisi kendaraan ur penipuan

dakan konsumen.**!

n itu tidak hanya dit

pan atau kedua sekaligus, te ahkan dalam

5. Pada setiap i asuk dalam

s sehingga ti ak lain. Sikap adi

dalam s ndakan term mi agar dapé berikan dan

an jual beli,

Emosional yang tinggi harus dihindari dalam melakukan transaksi karena dapat
mengakibatkan pertengkaran antara penjual dan pembeli, jadi sebagai

1315y giarto, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober
2018.
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penjualkita harus memberikan pelayanan yang baik agar ternilai baik juga oleh
masyarakat lainnya.**

Memberdayakan potensi akal dengan berfir secara logis dan rasional sesuai
ajaran Islam yang mengajak manusia untuk selalu memproduktifkan akal sehatnya

terutama dalam tidakan ekonomi dan ti berrdasarkan emosional semata.

4.4.1.1.2.4 Profesional
melakukan pekerjaan guna

menghasilkan bara a, baik untuk me utuhan sendiri maupun

kawannya

h pekerjaan
emungkinkan bagi pek i apa yang

kan, sekaligus men i an pekerjaan

ialah harus memenuhi syarat-Syarat akad (kontrak) pekerjaan yang telah

diikiat dan disetujui bersama.**®
4.4.1.1.3 Nilai-nilai etika (Ihsan)

132ggiarto, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober
2018.

133Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur’an, h. 115-116.
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4.4.1.1.3.1 Amanah (jujur)

Kejujuran memang harus yang paling utama, dalam transaksi jual beli motor
bekas penjual harus jujur kepada pembeli baik mengenai kondisi barang yang
dijual maupun harganya yang sesuai kualitas dan harganya, kemudian jika
terjadi cacat lainnya mungkin tidak diketahui oleh penjual karena kami sebelum
menjual barang pasti mengecek secara teliti kondisi dan surat-surat
kelengkapan motor sebelum dijual.™

Pelaku usaha yang melak penipuan dalam melakukan jual beli

merupakan suatu kezali erupakan suatu yang sangat

........ o AN manusia,

gan dunia,

ngan kerugian. Bahkan a habis atau

tkan untung sama sek a untungnya

sedikit. reka adalah mengeluar ngkin untuk

mendap sebesar-besarnya. Mereka me dalam usaha

a, sehingga ntuk meraih ungan yang

tnya segala uk melariska gan mereka

tersebut diharam

an keadaanbarangi = [ A (L (2

. Seperti d nipuan, dan

13 Ramli, Selaku Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare, wawancara, 18 Oktober
2018.

135Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur’an, h. 47.

1%8Abu Ishak Muslim Al- Atsari, https://www.google.com/amp/asysyariah.com/kejujuran-
dalam-jual-beli/amp. (7 November 2018)
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Kesabaran dalam menghadapi seluruh persoalan dalam berekonomi melalui
pikiran-pikiran positif dan mnyelesaikan masalah dengan baik kemudian memberikan
solusi yang tepat termasuk ketika terjadi komplain-komplain dari masyarakat kepada

pelaku usaha. Menyerahkan penuh segala keadaan baik itu mendapatkan keuntungan

ataupun kerugian. Dan selalu berhati am seluruh tindakan ekonomi.

Berdasarkan hasil we isimpulkan bahwa implementasi

1sep ekonomi syariah dari

ereka selalu

ntara att Va ukum Islam

| beli hanya saja mun elaku usaha

i keagamaannya yang

13l

PAREPARE

kecurangan-
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh penulis, baik dari internet, buku-

buku dari perpustakaan, infor dari kantor Disperindag Parepare,
informasi langsung dari men Swadaya Masyarakat,
para pelaku usaha, d

51.1 K | beli motor

ang dijadikan objek jual : kan jual beli
laku usaha memberikan i as mengenai
a dan bertanggung jaws
rsama, menghindari ket rangan lain

gan aturan yang berlaku baik itu

usaha yang dang No.8 t 999 tentang
ngan Konsu
asan pelaku usaha j motor bekas di Pa berdasarkan

tahun 1999

512

sumen baik
itu lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah ikut berpartisipasi
dalam menerapkan undang-undang tersebut, dan selalu melakukan
pencegahan agar masyarakat tidak dirugikan tetapi mengenai pengawasan
terhadap pelaku usaha jual beli motor bekas di Parepare belum pernah

diadakan..

54
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5.1.3 Implementasi UU No.8 Tahun 1999 berdasarkan konsep Ekonomi Syariah,
dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam hal komunikasi selalu
menjadikan tujuan utama dalam mengenai sasaran dengan mentransmisikan

kepada kelompok sasaran agar diketahui secara jelas baik itu letak permasalah

atas pengaduan atau memberi ahan agar terjadi pencegahan dari hal-hal

yang tidak diingin a juga secara efektif ikut serta

n dapat dicapai secara verlindungan

n hal yang sangat pe Islam demi
a. Kemudian dalam ke elaku usaha

eimbangkan antara aturan

ahun 1999
Beli Motor
Bekas di Parepare dikataka : an bagi sebagian pelak aha namun ada
juga beberapa masyarakat yang tidak' paham bahkan melanggar aturan tersebut

artinya ada beberapa masyarakat yang belum menyadari sebagai warga hukum.
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5.2 Saran
Kepada pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga
negara hukum, agar mencapai kemaslahatan bersama, karena hal itu yang menjadi

tujuan perundang-undangan, pemerintah menjalankan aktivitasnya melindungi

konsumen, perlu melakukan pen epada pelaku-pelaku usaha lain untuk

melihat proses atau kegiata at yang merasa dirugikan.
Kepada pelak bentuk tertulis terhadap

Parepare sebagai bukt si_dan dapat digunakan

PAREPARE
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PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

din. Jand. Sudikman Nemer 76, Telp. (0421) 25230, Fax (042126111, Kode Pos 81122
Emal | bappeda@pareparekots go id. Websle - www, kota go s

Xepada
050 / 308 /Bappeda Yth, 1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare
I 2, Kepaka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Lzin Penelitian PR e
Parepare

DASAR :

1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penselitian, Pengembangan dan Penerapan fimu Pengetabuan dan Teknologl.

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Lingkungan Xementerian Dalam Nagert dan Pemerintah Dasrah.

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Peneitian dan

Pengembangan di Kementerian Dalam Negerl dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kotz Parepare No, 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

Surat Rektor Institut Agama Islam Negerl (TAIN) Parepare, Nomor : #

2236/In.39/PP.00.9/09/2018 tanggal 26 September 2018 Perihal [zin Melaksanakan

Penaiitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnys Pemerintah Kota
Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Deerah kota Parepare) dapet
memberikan Lzxin Penelitian kepads :

& W

=

Nama : MUSNIYARDA

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 20 Mel 1996

Jenis Kelamin ; Perempuan

Pekerjaan ¢ Mahasiswi

Alamat : 0. Lasiming No. 41, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :
"IMPLEMENTASI UU NO. B TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (RELASI
TERHADAP PELAKL USAHA JUAL BELI MOTOR BEKAS DI PAREPARE)"
Selama 1 Tmt.  September s.d. Nopember 2018
Pengikut/Peserta 1 Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinspoya kami menyetujui kegistan dimaksud

1. Sebelum dan sesudsh melaksanakan kegistan hans melaporkan din kepada
Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan,

s
:
§
:
|
i
1
§

| Surat Izn akan dicabut kemball dan dinyatakan tidak berlaky, apabils temyats
pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian tzin penelitian inl diberikan untuk dilaksanakan sesual ketentuan bertaku.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PARFPARE
Adewnat 1 JL.. Ama! Bakti No. 8 Sarwing Koca Parepare 21132 ® 0421121307 5=
Po Box : Website - www.iainparepare.ac.id Email: info.jainparepare.ac.id

: B 22 26In.39/PP.00,9/09/2018

: 1zin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assolamu Alatkum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER! (IAIN)
PAREPARE PAREPARE -

Nama 1 MUSNIYARDA

Tempat/Tgl. Lahir ; PAREPARE, 20 Mei 1996

NIM : 14,2200.200

Jurusan / Program Studi  : Syari'ah dan Ekonomi [slam / Muamalah
Semestar : X (Sembilan)

Alamat : JL. LASIMING, NO. 41, PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangks
penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (RELASI TERHADAP PELAKU USAHA JUAL BELI MOTOR BEKAS DI
PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian inl direncanakan pada bulan September sampal selesal,
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

2./ September 2018
A.n Rektor
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PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PERDAGANGAN
J1. Jend. Sudinman No. & Parepare, Telp (0421)21426,Faks (0421)28132
Kode Pos 91122 emait

T GAN

Nomor - 800/ B@aa/ Perdagangan

ng bertanda tangandi bawah ini :

ma i MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH

: 19651215 199303 1013

: Pembina Utama Muda, IV/a

: Pit. Dinas Perdagangan Kota Parepare

MENERANGKAN:

i MUSNIYARDA

gl. Lahir ; Parepare, 20 Mei 1866

: Mahasiswi IAIN Parepare

: JI, Lasiming No. 41 Kota Parepare

: Benar tetah melakukan Penelitian / Wawancara pada Kantor
Dinas Perdagangan Kota Parepare guna menyelesaikan Skripsi
dengan judul :" IMPLEMENTASI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (RELASI TERHADAP
PELAKU USAHA JUAL BEL! MOTOR BEKAS DI PAREPARE)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Parepare, 26 November 2018

ﬂ"ﬂﬂ’ALA DINAS PERDAGANGAN
T RSROPAPARE] 4

Pangkat :
— NIP. 18651215 199303 1 013
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Drs, Rahmat Patajangi

Jabatan : Ketua LSM Merah Putih/LPKSM Merah Putih Kota Parepare
rangkan bahwa: '

Nama : Musniyarda M

NIM : 14.2200,200

Pekerjaan : Mahasiswi

Jurusan : Syarlah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi
rjudul,"Implementasi UU No. 8 Tahun 1399 Tentang Perlidungan Konsumen {Relasl Terhadap
Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare)”,

Demikian Surat Keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2% Oktober 2018
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nams  : SLE\A-«ltd )
Alamat YL ABLur—

Umur C ')s-ﬂ‘

Pekerjn ¢ younal Zei etk
Mencrangkan bahwa

Nama : Musniyarda M

Nim : 14.2200.200

Pekerjaan  : Mahasiswi

Jurusan : Syariah ¢

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi UU No, 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di
Parepare)”.
Demikian keterangan ini saya berikan unruk dipergunakan sebagaimana
mestinya,
Parepare, [§0ktober 2018
Yang diwawancarai

m; D
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawabh ini :
Nama : H- Ramly
Alamat : A “dmn quur

Umur : 54
Pekerjean  : fdaku  Usaha Jual Beli Motor
Menerangkan bahwa

Nama : Musniyarda M

Nim : 14.2200.200

Pekerjaan  ; Mahasiswi

Jurusan : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syarish

mmmmmmay-wmmm
penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di
Parepare)”.

mmmtmmmmm
mestinya.

Parepare, (8Oktober 2018
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Name  : FIRMAM  RAHMAN
Almat @ K. JEND. AMAD YANI  Jem, (  PAEPARE

Umur 1 3S TN
Pekerjaan | W/RATLUARTA
Menerangkan bahwa

Nama : Musniyarda M

Nim : 14.2200,200

Pekerjaan  : Mahasiswi

Jurusan  :Syarish

Prodi + Hukum Ekonomi Syariah

mmmmmmnnwmm
penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumon (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di
Parcpare)”.
Demikion ketcrangan ini saya berikan unruk dipergunakan schagaimana
mestinya.
Parepure,  Oktober 2018
Y
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SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah in) : '

Nama : ﬂmfdhi

Alamat - 3L Ak

Umur <98
Menerangican bahwa:

Nama : Musniyarda M

Nim * 142200 200

Tempat/TgiLahir  : Parcpare,20 Mei 1996

Jenis Kelomin : Peremnian

Pekerjaan : Mahasiswi

Prodi + Hukum Ekonomi Syarish

Bmuunhhmmmwmmdmmanﬂmmh
penyueunen Skripel yang begjudu! “IMPLEMENTASE UL NO. 2 TAHUN 1008
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (RELASI TERHADAP PELAKU
VISAHA TUAT RET I MOTOR RFK AQ N PAREPAREY

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dimunalton ceperiunym

Parepare, 190ktober 2018
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ¢ Aﬁa-&wu. T
Jabatan :k!yalt Soksy Pblbﬂ'dagnn {omso men -
Menerangkan bahwa
Nama : Musniyarda M

Nim : 142200200

Pekeri . Mahasiswi

Jurussn : Syarigh

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benur bahwa teloh mengndskan wawancara dengan saya dalam rangka
pnymmnlkdpdmbedu&d‘lmﬂmmﬁUUNoJTﬂm 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di
Parcpare)”.

Demikian keterengan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, “A0ktober 2018
Yang diwawancarai

-

ASiaG - pl'“‘n !
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Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tuk mewujudkan suatu
ritual dalam
ang-Undang

ngunan nasional bert

globalisasi
gga mampu

g dapat meningkatkan
mendapatkan kepastia
perdagangan tanpa me
in terbukanya pasar na

konsumen;
dari proses
esejahteraan
anan barang

umen perlu
ampuan dan

>erlindungan

Konsumen;
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Mengingat :

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945:

Menetapkan : UND

Dalam

Dengan_persetujuan

DEWAN PERWAKI REPUBLIK INDONESIA

ANG TENTANG NGAN KONSUMEN.

KETENTUAN UMU

Pasal 1

upaya yang min adanya

jasa yang
ri, keluarga,
Jagangkan.

usaha, baik
ukum yang
am wilayah
rsama-sama
m berbagai

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik

bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,

atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu
barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan
atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
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7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di
dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga
non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian
yang mengikat dan.wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas
menangani .dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen:.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk
untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang perdagangan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum:

Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan.

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha;



f.  meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.

BAB 11

dan Kewajiban Ko

nan, keamanan, dan ke ngkonsumsi
Satl);arang dan/atau jasa se ang dan/atau
ai dengan nilai tukar iSi S minan yang
rmasi yang benar jelas, dan j konsidi dan
an/atau jasa

penyelesaian

serta tidak

penggantian,
n perjanjian

lainnya.

Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah:

a. membaca atau mengikuti petunjukinformasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

oo

Uk menerima pembayaran yang Sesuc of; kesepakatan
i i jasa yang

sumen yang
kan pembelaan diri se 1 di penyelesaian
onsumen;

litasi nama baik apabil: i kum bahwa
i iaki 3 jasa yang

ang ’dif dalam ketentua‘ peratura g-undangan

Kewaji aku usaha adalah:
BN “"FAREPARE

kondisi dan
penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan

. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
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f.

g.

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

BAB 1V
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang:

a.

b.

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak sesual dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
tersebut;

. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan

menurut ukuran yang sebenarnya;

. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran

sebagaimana dinyatakan dalam label,.  etiket atau keterangan barang
dan/atau jasa tersebut;

. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,

mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau'jasa tersebut;

tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

tisask mencantumkany  tanggal ; kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan.yang paling baik.atas barang.tertentu;

. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di
pasang/dibuat;

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.



2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas,
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang
dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang
rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi
secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran.

Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu
barang dan/atau/jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik
tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

¢. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki
sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri
kerja atau aksesori tertentu;

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai

sponsor, persetujuan atau afiliasi;

barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

secara langsung atau-tidak langsung*merendahkan barang dan/atau jasa
lain;

j- menggunakan kata-kata.yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya,
tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang
lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2. Barang dan/atau jasay sebagaimanawdimaksud ppada ayat (1) dilarang untuk
diperdagangkan.

3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Qo

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;



C.

d.
e.

kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau

jasa;
tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang,
dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen.dengan:

a.

b.

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar
mutu tertentu;

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat
tersembunyi;

tidak berniat 'untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan
maksud untuk menjual barang lain;

tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup
dengan maksud menjual barang yang lain;

tidak menyediakan jasa dalam-kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup
dengan maksud menjual jasa yang lain;

menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku [usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu
barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu,
jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk:melaksanakan sesual dengan waktu
dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang, menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan

suatu barang.dan/atau.jasa.dengan cara.menjanjikan.pemberian hadiah berupa
barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak
memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan
obat, obat tradisional, suplemen’makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan
kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau
jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa
lain.

Pasal 14



Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk:

tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

e o0 o

Pelaku usaha dalam me
cara pemaksaan atau ¢
psikis terhadap kons

dilarang melakukan dengan

Pelaku
untuk:

anan dan/atau kesepaka
jikan;
ji atas suatu pelayanan

Pasal 17
1.
gunaan dan
uat lnforma3| yang ke :
atau jasa; .
memuat Boﬁalgep Siko pemakai ‘ /atau jasa;
) berwenang
. anggsa a da ang-undangan
mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang'melanjutkan peredaran iklan yang telah

melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
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Pasal 18

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.
b.

C.

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran;

. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

memberi hak kepada pelaku“usaha untuk mengurangi’ manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;

. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk

pembebanan hak tanggungan, hak gadal,.atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen Secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku' yang letak atau
bentuknya sulit terlihat- atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit‘dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang/memenuht ketentuan'sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan
Undang-undang int.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA



Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transa

: d. pada ayat (1) dan ayat tidak
menghapuskan k : i
lebih Ianjut m
n ayat (2) tidak berlaku

esalahan tersebut

Pelaku rtanggung jawab atas i g dip dan segala

akibat iklan tersebut.

Pasal 21
1. ang diimpor
perwakilan
2. ing apabila
aan jasa asi perwakilan
a jasa asing.

sebagaimana

dlmaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pe
tanggung jawab pelaku usaha menutup
pembuktian.

al 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan
kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan

Pasal 23
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Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
aya t(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian
sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan
konsumen.

Pasal 24

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab .atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen
apabila:

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan
apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya
perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau
tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dam/atau gugatan konsumen apabila pelaku
usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada
konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang
tersebut.

Pasal 25

1. Pelaku wusaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya
berkelanjutan dalam jbatas waktu sekurang= kurangnya 1 (Satu) tahun wajib
menyediakan suku cadang dan/atau fastlitas purna jual dan wajib memenuhi
jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

a. tidak menyediakan “atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau
fasilitas perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal /memenuht jaminan atau garansi yang

diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi
yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27



Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas
kerugian yang diderita konsumen, apabila:

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak
dimaksudkan untuk diedarkan;

b. cacat barang timbul pada kemudian hari;

c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli

atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

alam gugatan ganti rugi
3 merupakan beban dan

Bagian Pertama

Pembinaan

1. )erlindungan
usaha serta

2. konsumen
eri dan/atau

3 yrdinasi atas
4, a dimaksud

pada ayat (2) meliputi upaya unt
a. terciptanya iklim usaha dan t
usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlidungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

'buhnya hubungan yang sehat antara pelaku

Bagian Kedua

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Pengawasan

Pasal 30

1. Pengawasan terhadap penyele
penerapan ketentuan peraturan
pemerintah, masyaraka
masyarakat.

2. Pengawasan dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan kait.

3. Pengawasan gan konsumen swadaya

di pasar.

ggaraan perlindungan konsumen serta
ndang-undangannya diselenggarakan oleh
perlindungan konsumen swadaya

4, (3) ternyata
erlaku dan
mengambil
an peraturan perundang-
5. yang diselenggaraka lembaga
kan kepada
t disampaikan kepada M :
6. an tugas pengawasan se d pada ayat

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.
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Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Perlindungan Kons
pertimbangan kepada
konsumen di Indonesi

i fungsi memberikan saran dan
gembangkan perlindungan

| 33 Badan

---------------- alam  rangka
perundang-
menyangkut
en swadaya
informasi  melalui e erlindungan
emasyarakatkan sikap.ke ha < onsumen;

masyarakat,
elaku usaha;

(1), Badan
organisasi

Susunan Organisa
Pasal 35

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh
lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
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2. Anggota Badan perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen
Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.

4. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh
anggota.

Anggota Badan Perlin umen Nas as unsur:
a. pemerint
b. pelaku u

Pasal 37

Badan Perlindungan Konsu
a Republik Indonesia;

pernah dihu

iliki pengeta bidang perli konsumen;

sia sekurang-kurangny a puluh) tahun.

PAREPARE

meninggal dunia;
mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
sakit secara terus menerus;

berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau

diberhentikan.

000 T
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Pasal 39

1. Untuk Kkelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen
Nasional dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
gkat 1 untuk membantu

anaa! Badan Perndunganlmen

ta kerja yanwusan Ketua B

ional.
|aksanaa a indun sumen
N penda;mmnlman ber lain

sumen Nasional dapat

) ditetapkan
Konsumen

Pasal 41

nal bekerja
erlindungan

dibebankan
esuai dengan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
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SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat.

. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan
untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

. Tugas lembaga perlindung men swadaya masyarakat meliputi

kegiatan:
a. menyebarkan in ningkatkan kesadaran atas hak
dan kewajl alam mengkonsumsi barang

termasuk

at terhadap

] konsumen
iatur dalam

jut mengenai tugas le
sebagaimana dimaks

PAREPARE

Pasal 45

. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di
luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
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3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-undang.

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak
yang bersengketa.

Pasal 46

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. sekelompok konsumen yang mempunyal kepentingan yang sama;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenubhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi
tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar
dan/atau korban yang tidak sedikit.

e. Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perllindungan
konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan
umum.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban
yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di‘luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan
tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali
kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga



Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan
tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal
45,

BADAN KONSUMEN

1. di Daerah
2 n sengketa

erlindungan
3. pemerintah,
4, lah sedikit-
5. an  sengketa

Badan penyelesaian sengketa konsume
(1) terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
C. anggota.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

Pasal 51
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1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu
oleh sekretariat.

2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala
sekretariat dan anggota sekretariat.

3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat
badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a.

20 o

—h

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan
cara melalui-mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula baku;

melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan
dalam Undang-undang ini;

menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;

. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h,
yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa
konsumen;

mendapatkan, meneliti-dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen;

memberitahukan “putusan kepada . pelaku usaha 'yang melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. menjatuhkan sanksi. administratif kepada ppelaku usaha yang melanggar

Ketentuan

ketentuan Undang=tundang inx

Pasal 53

lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan

penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat Il diatur dalam surat keputusan

menteri.

Pasal 54



1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen badan penyelesaian
sengketa konsumen membentuk majelis;

2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan
sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

3. Putusan majelis bersifat final dan mengikat;

4. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur
dalam surat keputusan menteri.

Badan penyelesaian
dalam waktu 21 (dus

s an putusan paling lambat
satu) hari kerja setelah gt

lambat 7 (tujuh) hari ker
ta konsumen sebagai
elaksanakan putusan te
engajukan keberatan ki
las) hari kerja setelah

tusan badan
Pasal 55

egeri paling
uan putusan

tidak mengajukan k gka waktu
aksud pada ayat (2) diangg i usan badan

at (3) tidak
konsumen
penyidikan
: y berlaku.
badan penyelesala » onsumen sebagaim aksud pada

)anmpegrllj)?ﬁ xuﬁ EWﬂ ﬁ]Eukup ba idik untuk

Putusan majelis sebagaimana dimak
penetapan eksekusinya kepada Penga
dirugikan.

d dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan
dilan Negeri di tempat konsumen yang

Pasal 58
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. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari sejak diterimanya keberatan.

. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 59

. Selain Pejabat Polisi Negara“Republik Indonesie, Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup, tugas dan

tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang.atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di-bidang perlindungan konsumen;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan di=tempat tertentu®yang diduga terdapat bahan
bukti.serta-melakukan-penyitaan. terhadap-barang-hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perlindungan konsumen.

. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.



BAB XIlIlI

SANKSI

[ g kan sanksi
aha yang mel asal (2) dan ayat
, dan Pasal 26.
berupa penetapan i panyak Rp.
ratus juta rupiah).
anksi administratif seb i )ada ayat (1)
am peraturan perundan an.

Pasal 62
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1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf
d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp..500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Terhadap pelanggaran yan ibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap
atau kematian diberlak a yang berlaku.

Pasal 63

ntian kegiatan tertentu : timbulnya
en;

kan barang dari peredar

saha.

HAN

PAREPARE

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi
konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
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BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang meng
dengan penempatanny

ndangan Undang-undang ini
Indonesia.

HABIBIE

INDONESIA

ttd.
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 22
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